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MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan vang lain), dan hanya
kepada Allah sajalah engkau berharap.

(QS. Asy-Syarh: 6-8)

Maha Suci Allah vang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantaramu
vang lebih baik amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah yang
menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu vang tidak
seimbang pada ciptaan Allah Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah
kamu melihat sesuatu vang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi (dan)
sekali lagi, miscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat
dan pandanganmu dalam keadaan letih.

(QS Al-Mulk: 1-4)

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh vrusannya ttu batk. Ini tidaklah
didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dan kemudahan, maka
1a bersyukur, 1tu baik baginya. Dan jika 1a mendapatkan kesulitan dan kesempitan, maka 1a
bersabar dan 1tu pun baik baginva ™

(HR. Muslim, No. 2999)

“Tak ada penvakit vang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat vang tak
berguna selain kurangnva pengetahuan ™

(Ibau Sina)
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ABSTRAK

Penelitian in1 menguyt berbagai determinan belanja modal dalam penganggaran pemerintah
daerah. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 70 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa
Tengah Indonesia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan periode penelitian dan
tahun 2015 — 2019, Anggaran Dana Alokas1 Khusus dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah
memiliki pengaruh positif terhadap Anggaran Belamja Modal, sedangkan Anggaran Dana
Alokas1 Umum, Anggaran Dana Bagi Hasil dan Ukuran KotaKabupaten tidak memiliki
pengaruh terhadap Anggaran Belamja Modal. Penelitian 1m1 memberikan tambahan
pengetahuan tentang determinan belanja modal dalam penganggaran pemerintah daerah.
Eedua, penelitian 1n1 menambah pemahaman tentang bagaumana pemerintah bekerja dengan
kepercayvaan masyarakat vang diberikan kepada mereka.

Kata Kunci: belanja modal, akuntansi sektor publik, anggaran
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ABSTRACT

This study investigates determinants of regional capital expenditure in regional government
budget. This study uses sample of 70 cities and regencies in Central Java Province in
Indonesia. This study uses a data panel regression with 2015 to 2019 period of research.
Special Allocation Fund Budger and Regional Revenue Budget have positive influence to
Regional Capital Expenditure Budget, while General Allocation Fund Budget, Revenue
Sharing Fund Budget and Size of Citv/Regency do not have impact on Regional Capital
Expenditure Budget. First, this paper contributes te aggregate of kmowledee of capital
axpenditure on regional budgeting. Secondly, analysing determinants of capital expenditure
on regional capital budgeting add us further insights and suggestions on how the government
work with their authority associated with citizen’s trust given to them.

Keywords: capital expenditure, public sector accounting, budget
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BABI
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Fenomena dana pemerintah daerah (pemda) mengendap hingga berjumlah triliunan
rupiah diberitakan melalui laman kalbar bpk goid tertanggal 22 Oktober 2022, Menteri
EKeuvangan Eepublik Indonesia Sni Mulvani mengeluhkan dana pemda tersebut seharusnva
dapat diakselerasi pelaksanaannya agar manfaatnva langsung dirasakan oleh masvarakat.
Dalam benta tersebut dunformasikan bahwa dana mengendap Pemda sampai akhir bulan
September 2022 mencapai Rp223 8 triliun. Jumlah tersebut bahkan naik dibandingkan bulan
september 2021 yang hanva berjumlah Epl194.12 triliun. Dana mengendap tersebut juga
mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnva atau Agustus 2022 hingga
mencapai 10,04% atau sebesar Ep20.41 triliun seperti yang tertulis dalam laman pemberitaan
tersebut.

Eeluhan 51 Mulyani dalam berita di atas sangat jelas bahwa pemda berjalan lambat
dalam merealisasikan dana yvang dimilikinya untuk pembangunan kepentingan masvarakat.
Upaya-upaya pemda untuk meningkatkan penerimaan daerah selama ini kurang ditkuti dengan
upava untuk memingkatkan pelayanan publik (Halim & Abdullah, 2003). Pelayanan publik
vang dimaksud Halim dan Abdullah (2003) vang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
dalam membantu tugas dari pemenntah pusat adalah urusan pendidikan, kesehatan. pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakvat dan kawasan permukiman_ ketentraman,
ketertiban, dan perlindungan masyarkaat serta sosial sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemernintah Daerah disebutkan dalam pasal 18 avat 1.

Contoh pelayanan publik sesuai bunyi pasal di atas adalah Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Keschatan vang menvebutkan salah satu tugas dari Pemenntah Daerah
pada pasal 30 ayat 3 vaitu “Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan oleh pihak pemenntah, pemenntah daerah, dan swasta”. Sedangkan ayat 1 vang
disebutkan dalam avat 3 undang-undang tersebut berbunyi fasilitas pelayanan kesehatan
menurut jenis pelavanannva terdini atas pelayanan kesehatan perseorangan dan masvarakat.
Pemerintah untuk dapat menyelenggarakan Pelayanan Dasar berupa fasilitas kesehatan sesuai
undang-undang di atas pasti membutuhkan dana dalam bentuk belanja modal pembangunan
infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan program-program lain vang

menunjang tersedia dan terselenggaranya fasilitas kesehatan untuk kepentingan publik.
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Penelitian sebelumnya dari Dorn et al | (2021) menyatakan bahwa sumber dava vang
dimiliki oleh pemerintah dapat diubah dari peruntukan belanja operasional ke belanja modal
seperti pembangunan sekolah dan jalan sebagai wujud penganggaran vang berkelanjutan.
Penelitian lain darn Haraldsson (2022) menvatakan bahwa pada tingkat pemerintah daerah,
belanja modal dapat dilihat sebagai ambisi politis dan janj1 pemerntah sebagai pengelola
daerah dalam memberikan kesejahteraan masvarakat di masa akan datang sekaligus
memengaruhi kondisi kehidupan masyarakat, pertkembangan ekonomi dan pembangunan vang
berkelanjutan. Belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur transportasi seperti
pembangunan jalan, stasiun dan rel kereta api, bandara, pelabuhan, jembatan dan infrastruktur
lain untuk kepentingan publik seringkali terjadi cost overruns saat provek pembangunan
dilaksanakan karena banyaknya informasi vang tidak tepat tentang cost dan bemefit ketika
proses perencanaan pembangunan provek tersebut (Cantarelli et al_| 2008).

Berdasarkan wvraian di atas, ketentuan undang-undang yang mengatur belanja modal
baik pemerintah pusat maupun pemernntah daerah serta beberapa pernvataan dari penelih
terdahulu yang menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk kepentingan publik terjadi
deviasi dalam praktik belamja modal vang dilakukan khususnyva pemerintah daerah, maka
penulis mengambil judul “Determinan Pembelanjaaan Modal dalam Anggaran
Pemerintah Daerah”. Penelitian ini menjadi penting karena mengambil ruang lingkup
anggaran daerah yvang belum banvak diteliti seperti kebanyakan penelitian sebelumnyva vang
mengambil aspek realisasi belanja modal. Banvak literatur penelitian tentang determinan
deviasi penganggaran menggunakan angka realisasi dan tidak mengambil angka perencanaan
(forecasting) sebagai variabel dependen (Benito et al., 2015). Penelitian in1 berkontribusi
dalam terbatasnyva penelitian bertema belanja modal (Haraldsson, 2022). Penelitian 1ni juga
mengambil variabel bebas baru berupa ukuran kabupaten/kota untuk berkontribusi dalam
kebaruan novelty penelitian. Hal 1m1 dikarenakan variabel bebas ukuran kabupaten/kota dengan
proxy jumlah populasi kabupaten/kota belum pernah diteliti pada penelitian terdahulu sebagai
varnabel bebas vang berdin sendin1 sebagai determinan yang memengaruhi vanabel dependen

berupa anggaran belanja modal.
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1.2 Rumusan Masalah
Eumusan masalah oleh peneliti dalam penelitian 11 berdasarkan latar belakang adalah
apa saja determinan vang memengaruhi penganggaran belanja modal oleh Pemenntah Daerah.
Determinan tersebut dijabarkan sebagai berikut.
1. Apakah Anggaran Dana Alckasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran

Belanja Modal?

2. Apakah Anggaran Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran
Belanja Modal?

3. Apakah Anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran
Belanja Modal?

4 Apakah Anggaran Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Anggaran Belanja
Modal? dan

5. Apakah Ukuran KabupatenKota (municipal size) berpengaruh terhadap
Anggaran Belanja Modal?

L3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari dasar rumusan penelitian di atas adalah mengetahui determinan
vang memengaruhi penganggaran belanja modal oleh Pemenntah Daerah serta arah pengaruh
hubungan determinan tersebut pada penganggaran belanja modal oleh Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Pemenintah Pusat

Penelitian in1 diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan tambahan informasi
bagi pemerintah pusat tentang apa saja faktor vang memengaruhi keputusan jenis
belanja modal dan prioritasnya di pemernntah daerah. Selain 1tu, hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perumusan kebyjakan peemerintah
pusat dalam mengatur aktivitas belanja modal pemerintah daerah agar pembangunan
masvarakat dapat tercapai sesuai tujuan nasional.
2. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara tidak langsung oleh
masvarakat karena penelitian 1m1 adalah salah satu usaha untuk menvyelesaikan

permasalahan pembangunan di daerah vang belum maksimal. Penelitian in1 ditujukan
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salah satunya untuk membentuk paket kebyjakan pemerintah pusat sesuai uraian di atas
agar tujuan nasional dapat tercapai sesuai cita-cita bangsa.
3. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian diharapkan memberikan referensi bagi akademisi dan peneliti dengan
tyjuan penyempurnaan kajian-kajpan lebih lanmjut dann vang sudah pernah diteliti

sebelumnya.

L5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan vang digunakan dalam penelitian 1m1 adalah sebagai bernikut:

BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab im1 memberikan gambaran umum
penelitian serta memandu pembaca dalam memahami permasalahan yvang dibahas dalam
penelitian.

BAB IT: KAJIAN PUSTAKA
Bab in1 membahas berbagai teori dan beberapa penelitian terdahulu yvang digunakan
sebagat acuan dalam penelitian ini serta hipotesis vang diyji

BAB III: METODE PENELITIAN
Bab in1 berisi tentang populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode penelitian,
variable penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab in1 memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yvang
terkait dengan analisis statistik desknptif dan analisis model regresi, serta interprestasi
hasil sesuai dengan teknik analisis vang digunakan.

BAB V: PENUTUP
Bab ini berisikan kesunpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian
selanjutnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah vang telah

dikemukakan dan pencapaian tujuan penelitian
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BABII
KAJIAN PUSTAKA

II.1 Landasan Teori
II.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) dengan mendefinisikan
operator perusahaan disebut sebagai agen atau manajemen dan pemilik saham atau pemilik
perusahaan sebagai prinsipal. Dalam teori tersebut dijelaskan hubungan antara operator
perusahaan dengan pemilik perusahaan terdapat konflik keagenan yang disebabkan perilaku
operator perusahaan atan manajemen tidak sesuai dengan tujuan dari para pemilik perusahaan
vaitu memaksimalkan kekayvaan pemilik perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam
Pasal 65 ayat 1 disebutkan salah satu tugas Kepala Daerah adalah memimpin Urusan
Pemenntahan vang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan
dan kebijakan yvang ditetapkan bersama DPED. Sedangkan, Undang-Undang Nomeor 23 Tahun
2014 tentang Pemenntahan Daerah pada Pasal 95 disebutkan DPED Provinsi merupakan
lembaga perwakilan rakvat daerah provinsi vang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemenntahan daerah provinsi. Dalam ruang lingkup sektor publik sesuai dengan bunvi pasal-
pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014 di atas, hubungan antara pemerintah dengan rakvat di suatu
sistemn pemerintahan sebuah negara dapat dianalogikan sebagai hubungan manajemen atau
operator dengan pemilik perusahaan dalam konteks sektor privat. Manajemen atau operator
pada hubungan tersebut adalah pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk sistem
pemerintahan di Negara Kesatuan Eepublik Indonesia, sedangkan pemilik adalah rakyat
Indonesia vang diwakili oleh DPE atau DPRD. Menurut Nurhidayati dan Yava (2013) benturan
kepentingan antara eksekutif sebagai agen atau manajemen dengan legislatif sebagai prinsipal
vaitu salah satunya adalah masing-masing pihak mementingkan pithaknyva untuk
memaksimalkan kesejahteraan. Konflik keagenan vang terjadi dalam pemenntahan disebabkan
oleh asimetri informasi berupa informasi birokrasi, administrasi, serta aturan perundang-
undangan dalam pelaksanaan pemernintahan didominasi oleh eksekutif dibandingkan dengan
legislatif (Nurhidavati & Yava, 2013).
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I1.1.2 Pemerintah Daerah

Pada Bab | Estentuan Umum Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pengertian dari Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penvelenggara
Pemenntahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memnjadi
kewenangan daerah otonom. Pasal 57 dalam undang-undang di atas juga menyebutkan bahwa
penvelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan
DPED dibantu oleh perangkat daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan juga bahwa salah satu
tugas dari kepala daerah adalah menvusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBI),
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPED untuk dibahas bersama. Penjelasan tentang tugas Kepala
Daerah tersebut menegaskan bahwa kepala daerah berperan dalam mengajukan anggaran dan
mengelola jalannya pemerintahan daerah vang dapat dianalogikan pada teori keagenan sebagai

manajemen atau operator.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 definisi dan Dewan Perwakalan
Fakyat Daerah atau disingkat DPRD dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 adalah
lembaga perwakilan rakvat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemenntahan Daerah. Berdasarkan definisi di atas, maka DPRD adalah wakil rakvat dalam
urusan penyelenggaraan Pemenntahan Daerah. Oleh karena itu, analogi DPRD sebagai

prinsipal dalam teori keagenan telah terjelaskan sesuai dengan definisi di atas.

I1.1.3 Anggaran Daerah

Anggaran adalah perencanaan keuvangan di masa depan (Hansen & Mowen, 2007).
Setiap entitas vang berfokus pada laba dan non-laba menggunakan anggaran untuk melakukan
perencanaan dan pengendalian (Hansen & Mowen, 2007). Anggaran negara adalah gambaran
dari kebyjaksanaan pemerintah vang dinvatakan dalam ukuran wang vang meliputi baik
kebijaksanaan pengelvaran pemerintah untuk svatu periode di masa depan maupun
kebijaksanaan penerimaan pemenntah untuk menutup pengeluaran tersebut (Baswir, 2000).
Sedangkan, menumt definisi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yvang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Jensen & Meckling (1976) jika pemilik perusahaan dan manajemen sama-
sama bertujuan memaksimalkan kepentingannya masing-masing. maka dapat dipastikan
manajemen tidak akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan Dalam siklus
pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap vang sangat krusial
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(Mahmudi, 2019). Peran DPRD dan masvarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar
(Mahmudi, 2019). Output dari tahap perencanaan ini adalah berupa Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan disampaikan kepada DPED untuk dibahas dan
ditetapkan menjadi APBD (Mahmudi, 2019).

Pasal 65 avat 1 (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah
menvebutkan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPED untuk dibahas bersama.
Pada Pasal 96 dan Pasal 149 UU No 23 Tahun 2014 vang memuat fungsi anggaran dar1t DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
menjalankan fungsi tersebut bersama dengan Kepala Daerah untuk menvetujui APBD dan
sebelum menvetuyju1 APBD vang telah dibuat dan diusulkan oleh Kepala Daerah, DPED
Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menjaring aspirasi dari masyarakat.

Menurut Haraldsson (2022) anggaran harus berisi informasi tentang rencana kegiatan
atau aktivitas dan pengelolaan ekonomi selama tahun fiskal serta informasi tentang tarif pajak
dan alokasi pendanaan. Selanjutnva Haraldsson (2022) menvatakan bahwa anggaran belamja

dibagi menjadi dua vaitu anggaran untuk belanja operasional dan belanja modal.

11.1.4 Belanja Modal

Belamja modal untuk pelayanan publik adalah belamja vang digunakan untuk
membiayai kegiatan investasi (menambah aset) vang ditujukan untuk peningkatan sarana dan
prasarana publik vang hasilnva dapat digunakan langsung oleh masvarakat (Nurhidayati &
Yava, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab Kelima tentang Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan Paragraf Kedua menyatakan pada Pasal 298 bahwa Belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemermntahan Wajib vang terkait dengan Pelayanan
Dasar vang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Urusan Pemenntahan Wajib pada bunyi pasal di atas merujuk pada Bab I Ketentuan
Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 adalah Urusan Pemerintahan vang
Wayjib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Pelayanan Dasar sesuai dengan bunyi
pada pasal dan bab vang sama vaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga
negara. Urusan Pemenntahan Wajib yang terkait dengan Pelayvanan Dasar berupa pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang_ perumahan rakvat dan kawasan permukiman,

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial sesuai bunyi Paszal

12 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014.
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Haraldsson (2022) menvatakan bahwa anggaran belanja vang dibuat oleh pemenntah
daerah dibagi menjadi dua jenis vaitu anggaran belanja operasional dan anggaran belanja
modal. Contoh belanja modal vang dilaksanakan oleh pemerintah adalah penjelasan dalam
lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang pembagian urusan
pemerintahan seperti urusan pemerintahan wajib terkait pelavanan dasar di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang disebutkan bahwa urusan pemerintah daerah adalah salah satunva
menyelenggarakan infrastruktur permulaman di kawasan strategis daerah provinsi, kota
maupun kabupaten.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemermntahan
menjelaskan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya vang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara

lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan,_ aset tak bervujud.

I1.2 Penelitian Terdahulu

Eajian pustaka terutama pada hasil penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk
menuntun pemikiran penelitian vang dilakukan oleh peneliti kemudian. Penelitian terdahulu
telah memberikan hasil dan manfaat pada masa tertentu terhadap fenomena vang diteliti pada
saat 1tu.

Bagi peneliti sekarang, hasil terdahulu perlu dikaji dan diperhatikan secara seksama
agar penelitian yang dilakukan lebih terstruktur dan memenuhi svarat kebaruan novelfy.
Penelitian terdahulu baik model dan hasil memberikan informasi kepada peneliti sekarang
untuk dapat menemukan parh dan sesuatu yang baru sehingga dapat memberikan nilai tambah
atas penelitian vang telah dilakukan terlebih dahulu. Informasi vang dapat diambil oleh peneliti
sekarang berupa variabel bebas baru yvang belum diangkat oleh penelitian terdahulu termasuk
kerangka berpikir atas hubungan sebab akibat vaniabel terikat vang dipengaruhi oleh beragam
variabel bebas.

Kajan pustaka terdahulu juga membenkan manfaat bagi peneliti kemudian dan
terdahulu agar hasil penelitian tidak saling tumpang tindih dan terlihat perbedaan sehingga
masing-masing peneliti terjaga keaslian hasil penelitiannya Masalah keashian tersebut sangat
erat kaitannya jika peneliti kemudian mengambil tema penelitian vang telah banyak dikaji oleh
para peneliti sebelumnya.

Kajian terdahulu juga memberikan dasar teori bagi peneliti sekarang agar landasan
berpikir untuk mencari tahu sebab akibat dari hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat
tidak abstrak serta memudahkan peneliti dalam melakukan penelittannya. Berikut tabel 2.1
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vang memberikan informasi kajian-kajian terdahulu dengan tema penelitian faktor-faktor vang
memengaruhi belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan tema penelitian

Tabel 2. 1 Variabel Bebas dan Hasil Penelitian Terdahulu

No Variabel Bebas Hasil Penelitian dan Peneliti

o - Bahwa variabel kemandirian daerah berpengaruh

Kemandinan s o _ i
1 negatif signifikan terhadap porsi belanja daerah

Daerah ] _
(Nurhidavati & Yaya, 2013).

- Variabel efektivitas keuangan daerah
Efektivitas o )
£ berpengaruh positif sigmifikan terhadap porsi

Keuvangan Daerah

belanja daerah (Nurhidavati & Yaya, 2013).

- Wariabel efisiensi keuangan daerah berpengaruh
Efisiens1 Keuangan o ) ) ) )
3 positif terhadap porsi belanja modal (Nurhidavati
Daerah
& Yaya, 2013).
- Variabel SiLPA berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal (Sugiarthi & Supadmi,

2014).

- 51LPA berpengaruh positif terhadap belanja
modal (Nuzana & Eiharo, 2016).
S1LPA (Swurplus af ; ; :
4 - Wariabel SiLPA berpengaruh negatif terhadap
Financing Budget) _ ) _ _
porsi belanja modal (Nurhudavati & Yava, 2013).
- Wariabel SiLPA  berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan realisasi belanja
modal pemenntah (Mutiah & Mappanyulki,
2015).
- DAU berpengaruh positif dan signifikan
terhadap belanja modal (Sugiarthi & Supadmi,
DAU (General
5 2014), (Tuasikal, 2008), (Permatasan &
Allocation Fund) ] _ o
Mildawati, 2016), (Nurzen & ERihanjo, 2016),
(Juniawan & Survantini, 2018).
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DAU  berpengaruh  positif dan  signifikan
terhadap alokasi anggaran belanja modal
(Heliyanto & Handavani, 2016).

DAU berpengaruh positif terhadap belanja
modal (Mufida & Suryono, 2016).

Variabel DAU berpengaruh negatif signifikan
terhadap porsi belamja modal (Nurhidavat1 &
Yava, 2013), (Nuzana & FRiharjo, 2016),
(Wandira, 2013).

DAU berpengaruh negatif terhadap belanja
modal (Sholikhah & Wahyudin, 2014).

Variabel DAU berpengaruh negatif signifikan
terhadap keputusan belanja modal (Mutiah &
Mappanvuki, 2015).

Pendapatan Asli
Daerah

(PAD)/ Regional

Revenue

Bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan
signifikan terhadap belanja modal (Sugiarthi &
Supadmi, 2014), (Tuasikal, 2008), (Nuzana &
Riharjo. 2016), (Rizal & Erpita, 2019), (Mufida
& Suryono, 2016), (Permatasann & Mildawati,
2016), (Nurzen & Ruiharjo. 2016). (Sholikhah &
Wahyudin, 2014), (Juniawan & Suryantini,
2018), (Pelealu, 2013).

Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan
terhadap alokasi anggaran belanja modal
(Heliyanto & Handavani, 2016).

PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal
(Wandira, 2013).

PAD berpengaruh positif signifikan terhadap
keputusan belanja modal pemernintah (Mutiah &
Mappanvuki, 2013).

Change in
Accounting

Standards

Bahwa perubahan standar akuntansi berpengaruh
negatif terhadap belanja modal (capital
expenditures) (Dorn et al., 2021).
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Implemented
Acerual
Accounting in

Municipalities

Bahwa impelementasi  standar  akuntansi
pemerintah akrual berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap investment expenditure
(Christofzik, 2019).

DAK (Special
Allocation Fund)

Bahwa wvariabel DAK berpengaruh positif dan
signifikan terhadap belanja modal (Tuasikal,
2008), (Mufida & Survono, 2016), (Permatasan
& Mildawati, 2016), (Wandira, 2013), (Juniawan
& Suryantini, 2018), (Pelealu. 2013).

DAK berpengaruh positif terhadap belanja
modal (Nuzana & Riharjo, 2016).

Variabel DAK berpengaruh positif terhadap
Alokasi Anggaran Belamja Modal (Helivanto &
Handavani, 2016).

Variabel DAEK  berpengaruh  positif dan
signifikan terhadap keputusan belanja modal
(Mutiah & Mappanyuki, 2013).

10

PDEB

Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap
Eelanja Modal (Sugiarthi & Supadmi, 2014).
PDEE berpengaruh negatif terhadap Belanja
Modal (Tuasikal, 2008).

11

Dana Bagi Hasil
(DBH)

Variabel DBH memilikn  pengaruh  positif
signifikan terhadap alokasi anggaran belanja
modal (Helivanto & Handavani, 2016).

DEH memiliki pengaruh positif signifikan
tethadap belanja modal (Permatasan &
Mildawati, 2016). (Sholikhah & Wahyudin,
2014), (Wandira, 2013).

DBH memiliki pengaruh negatif signifikan
terhadap belanja modal (Nuzana & Riharjo,
2016).

12

Pertumbuhan
Ekonomi (PE)

Variabel PE memiliki pengaruh negatif terhadap
belanja modal (Nurzen & Rihanjo. 2016).
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- Variabel Luas Wilayah Daerah memiliki
Luas Wilavah
13 pengaruh positif signifikan terhadap belanja
Daerah
modal (Sholikhah & Wahyudin, 2014).

- Wariabel independen debr sustainability
memiliki  pengaruh negatif dan signifikan
terhadap belanja modal pemerintah (Bacchiocchi
etal, 2011).

14 | Debt sustainability

- Wariabel debt sustainability memiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap belamja modal
relatif pemenntah khususnyva bidang pendidikan

di negara OECD (Bacchiocchi et al., 2011).

Karakteristik - Vanabel karakteristik Pemerintah Daerah
T Pemenntah Daerah berpengaruh positif terhadap keputusan belamja
(Characteristic of modal pemerintah (Mutiah & Mappanyuki,
Local Government) 2015).
External - Variabel external enviromment (municipal size,
environment tax base, tax rate and fee level) memengaruli
16 | (municipal size, deviasi belamja modal municipal khususnva
taxe base, tax rate sektor pengairan dan saluran pembuangan
and fee level) (Haraldsson, 2022

Berdasarkan penelusuran penelittan terdahulu terdapat beberapa faktor wvang
mempengaruhi belanja modal pemerintah baik pusat maupun daerah. Teort vang menjadi dasar
penelitian 1m diambil dari teon1 keagenan vang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976).
Jensen & Meckling (1976) menjelaskan definisi hubungan keagenan adalah kontrak antara
pithak pemilik perusahaan dengan pihak lain sebagai manajemen perusahaan dimana pemilik
perusahaan tersebut memberikan sebagian kewenangan kepada manajemen perusahaan vang
ditunjuknya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan Jika para pihak
dalam hubungan keagenan berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, maka
manajemen perusahaan dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan dari pemilik
perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Teor1 tersebut menjelaskan setiap hubungan antar pemilik perusahaan dengan operator

perusahaan memmbulkan konflik Lkepentingan karena masing-masing pihak saling
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berkompetisi untuk memenuhi kepentingan individunya. Hubungan keagenan dan konflik vang
terjadi didasarkan pada sifat dasar manusia vaitu manusia yvang mementingkan dini sendin,
manusia vang sangat terbatas akan persepsi di masa akan datang (hounded rationality) serta
manusia vang selalu menghindari risiko (Eisenhardt, 1989). Hasil penelitian tersebut
menguatkan definisi hubungan keagenan dan konflik kepentingan masing-masing pihak dan
pemilik perusahaan dan manajemen sebagai operator perusahaan,

Hubungan keagenan dan konflik 1n1 dapat dianalogikan sebagai hubungan antar pihak
vang berkepentingan di struktur organisasi sektor publik. Analogi tersebut dijelaskan oleh
Nurhidayvati & Yaya (2013) sebagai benturan kepentingan antara eksekutif dengan legislatif
dalam sistem pemerintahan khususnva di Indonesia. Bentuk hubungan keagenan dalam sistem
pemerintahan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah vaitu ketika rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) diajukan
oleh setiap Kepala Daerah vang bertindak sebagai eksekutif dalam hal ini operator atau
manajemen (gubernur, bupati dan walikota) kepada DPRD sebagair legislatif bertindak
mewakili pemilik yaitu masyarakat untuk dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan dengan
Perda APBD. Oleh karena 1tu, penelitian 11 berusaha untuk mengembangkan kerangka berpikir
dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian vang berfokus pada faktor penentu vang
mencerminkan perilaku eksekutif dalam hubungan keagenan dengan legislatif khususnva

dalam konteks penganggaran belanja modal

11.2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK menurut penelitian terdahulu berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan hasil
vang konsisten. Tuasikal (2008) menjelaskan hubungan DAK terhadap Belanja Modal adalah
positif signifikan. Temuan dan Mufida & Suryono (2016), Permatasari & Mildawati (2016),
Wandira (2013), Jumawan & Suryantini (2018) serta Pelealu (2013) menyatakan bahwa
hubungan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil positif tap:
tidak sigmifikan ditunjukkan oleh penelitian Nuzana & ERiharjo (2016). Hasil penelitian vang
agak sedikit berbeda adalah Helivanto & Handayani (2018) vang menjelaskan hubungan positif
DAK terhadap anggaran belanja modal bukan dari realisasi belanja modal. Penelitian lain dan
Mutiah & Mappanyuki (2015) menvatakan bahwa keputusan belanja modal dipengarihi secara
positif dan signifikan oleh vanabel DAK. Dana Alokasi Khusus berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dana vang bersumber dan
pendapatan APBN vang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus vang merupakan Urusan Pemenntahan yvang menjadi kewenangan
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daerah. Dan penjelasan definisi undang-undang dan sumber penelitian terdahulu, maka dapat
dirumuskan hipotesis pertama penelitian adalah sebagai berikut.
H1: Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Anggaran
Belanja Modal Pemerintah Daerah.

11.2.2 Dana Alokasi Umum (DAT)

DAU (Dana Alokasi Umum) menunjukkan hasil tidak konsisten dan penelitian-
penelitian sebelumnva terhadap Belanja Modal. Penelitian oleh Sugiarthi & Supadmi (2014)
menemukan hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas DAU terhadap Belanja
Modal. Penelitian lain dari Tuasikal (2008) juga memberikan hasil yvang sama dengan
penelitian Sugiarthi & Supadmi (2014). Permatasari & Mildawati (2016), Nurzen & Riharjo
(2016) serta Juniawan & Suryantini (2018) juga menguatkan hasil positif dan signifikan antara
DAU terhadap belanja modal. Hasil penelitian dari Nurhidayati & Yava (2013) memberikan
hubungan sebaliknva vaitu variabel bebas DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
porsi belanja modal Pengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal juga dikemukakan
oleh Nuzana & Riharjo (2016). Wandira (2013) juga menemukan hasil negatif signifikan
variabel DA terhadap porsi belanja modal. Hasil penelitian lainnva menjelaskan hubungan
antara DAU dengan alokasi anggaran belanja modal dimana DAU berpengaruh positif dan
signifikan terhadap anggaran belanja modal (Helivanto & Handavani, 2016). Sedangkan
penelitian lain terdahulu vang tidak signifikan dan berarah positif hubungan antara DATU
dengan Belanja Modal adalah Mufida & Survono (2016). Hubungan negatif tidak signifikan
antara DAU dengan belanja modal diteliti oleh Solikhah & Wahyudin (2014). Keputusan
belanja modal sangat dipengaruhi oleh variabel DAU dengan arah negatif menurut Mutiah &
Mappanyuki (2015). Dana Alokas1 Umum didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dana vang bersumber dan pendapatan APBEN
vang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan kevangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan penjelasan definisi
undang-undang dan sumber penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua
penelitian adalah sebagai berikut.

H2: Anggaran Dana Alokasi Umum (DAT) berpengaruh positif terhadap Anggaran

Belanja Modal Pemerintah Daerah.
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I1.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Sugiarthi & Supadmi (2014) dijelaskan vaitu
hubungan positif signifikan antara PAD terhadap Belanja Modal. Hubungan tersebut konsisten
dengan Tuasikal (2008) yvang menemukan hubungan positif antara PAD dalam memengaruhi
belanja modal. Penelitian-penelitian terdahulu juga menguatkan hubungan positif signifikan
dari Nuzana & Riharjo (2016), Rizal & Erpita (2019), Mufida & Survono (2016), Permatasari
& Mildawati (2016), Nurzen & Riharjo (2016), Solikhah & Wahyudin (2014), Jumawan &
Survantim (2018) serta Pelealu (2013). Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai
pendapatan daerah vang berasal darn sumber-sumber murni daerah (Nurhudavati & Yava,
2013). Variabel PAD 1m memengaruhi secara signifikan dengan arah positif terhadap alokasi
anggaran belanja modal menurut Helivanto & Handayani (2016). Menurut Wandira (2013)
PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Mutiah & Mappanyuki (2013) menvatakan
bahwa PAT) berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap keputusan belanja
modal pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiavaan bagi pemerintahan
daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah vang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan dan lain-lain PAD vang
sah (Wandira, 2013). Dari penjelasan sumber penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan
hipotesis ketiga penelitian adalah sebagai berikut.

H3: Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Anggaran

Belanja Modal Pemerintah Daerah.

I1.2.4 Dana Bagi Hasil (DEH)

Dana Bagi Hasil memengaruhi alokasi anggaran belanja modal secara positif signifikan
dijelaskan dalam penelitian Helivanto & Handayani (2016). Hasil pengaruh positif signifikan
DBH terhadap realisas1 belanja modal ditelit1 oleh Permatasar & Mildawat: (2016), Solikhah
& Wahyudin (2014) serta Wandira (2013). Hasil tidak konsisten yvaitu DBH memengaruhi
secara negatif signifikan diyelaskan dalam penelitian Nuzana & Rihano (2016). Dana Bagi
Hazil menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN vang dialokasikan
kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan fujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan kevangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan penjelasan
sumber penelitian terdahulu vang didominasi hubungan positif antara Dana Bagi Hasil terhadap
Eelanja Modal, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat penelitian adalah sebagai berikut.

28



H4: Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Anggaran
Belanja Modal Pemerintah Daerah.

I1.2.5 Ukuran Kabupaten/Kota

Penelitian 11 akan menggunakan variabel bebas baru dengan konteks penganggaran
belanja modal pada pemerintahan daerah. Penelitian ini akan mengambil variabel bebas berupa
ukuran kabupaten’kota. Variabel bebas berupa external factors diproksikan salah satunva
dengan municipal size vang diukur dengan jumlah populasi (Haraldsson, 2022). Penelitian 1ni
akan menggunakan proksi yang digunakan oleh Haraldsson (2022) berupa mumnicipal size
sebagait variabel bebas baru. Proksi dari variabel bebas barm tersebut masih akan menggunakan
ukuran jumlah populasi di suatu daerah kabupaten’kota seperti penelitian dari Haraldsson
(2022).

Penelitian sebelumnya menitik beratkan pada karakteristik pemerintah daerah yvang
diproksikan dengan jumlah penduduk suatu daerah untuk diup hubungannya dengan varnabel
terikat realisasi belanja modal (Mutiah & Mappanyvuki, 2013). Semakin besar ukuran
kabupaten/kota memingkatkan kompleksitas dalam kabupaten'kota tersebut dan semakin
memungkinkan peningkatan kerumitan permasalahan yvang dihadapi oleh pemerintah daerah
dalam membuat program dan merealisasikan investasi belamja modal (Haraldsson, 2022).
Penelitian dalam bidang sektor publik khususnva fokus pada belanja modal masih sangat
sedikit sehingga masih terbuka bagi peneliti-penelits selanjutnya untuk menambahkan referensi
baru di kemudian hari (Haraldsson, 2022). Berdasarkan temuan sumber penelitian terdahulu,
maka dapat dirumuskan hipotesis kelima penelitian adalah sebagai berikut.

H3: Ukuran KabupatenKota berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal

Pemerintah Daerah.

IL.3 Kerangka Penelitian

Darn penelitian terdahulu dapat terlihat bahwa fokus penelitian pada belanja modal
terletak pada realisasi belanja modal pemerintah sebagai variabel dependen. Istilah realisasi
adalah capaian aktual dari sebuah anggaran atau dengan sebutan lain target vang telah
ditetapkan sebelumnya. Dalam analogi teori keagenan, konflik kepentingan antara manajemen
dengan pemilik perusahaan dimulai tidak hanya saat manajemen merealisasikan target atau
anggaran vang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi dimulai sejak pembentukan

anggaran atau target itu dibuat untuk disepakati oleh operator perusahaan dengan pemilik.
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Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa peran pengawasan dan bending
activities untuk menurunkan agency cost yang dihadapi oleh pemilik perusahaan dari perilaku
manajemen mencakup beberapa metode vaittu audit, budeget restrictions, dan sistem
kompensasi kepada manajemen Dalam artikelnyva Jensen & Meckling (1976) sangat jelas
mekanisme budget restrictions adalah salah satu cara mengawasi dan mengendalikan perilaku
manajemen agar mereka bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik. Proses
penganggaran sesuail penjelasan teor di atas telah menimbulkan konflik antara manajemen
sebagai operator perusahaan dengan pihak pemilik. Manajemen akan bertindak sesuai dengan
kepentingan dinnva (self interest) (Eisendhart, 1989). Dan dua penjelasan teori tersebut di atas
dapat ditarik logika berpikir bahwa para manajemen perusahaan akan bertindak sesuai dengan
kepentingan dirinya sehingga menimbulkan kemungkinan besar konflik kepentingan dengan
para pemilik perusahaan termasuk dalam hal penganggaran belanja modal dalam sektor publik.

Uraian di atas menambahkan referensi melalmi penelitian sekarang terhadap
penelitian-penelitian sebelumnva dengan penambahan penjelasan hubungan keagenan dalam
tahap penganggaran belanja modal Tahap penganggaran belanja modal adalah fase vang terjadi
sebelum fase realisasi dengan berbagai faktor penentu pada fase tersebut. Tahap realisasi
belanja modal sebagai variabel terikat sudah terjelaskan dalam penelitian terdahulu dipengaruhi
oleh berbagai variabel bebas. Penelitian 11 menjelaskan beberapa vanabel independen dalam
dimensi realisasi belanja modal berupa DAK, DAU, PAD_ dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk
diugi1 pada dimensi penganggaran belanja modal. Alasan dari empat variabel bebas tersebut diug
pada fase penganggaran belanja modal adalah kemampuan vaniabel DAK, DAU. PAD dan
DBH untuk diukur pada tahap penganggaran belanja modal. Selain itu, keempat variabel bebas
tersebut adalah beberapa bagian vang diajukan oleh manajemen atau legislatif dalam format
FEAPED kepada para pemilik dalam hal 1m1 adalah DPED sebagai wakil rakoyat untuk disepakati
dan disetuju1 bersama.

Berkut bagan skema penelitian sekarang vang merupakan pengembangan dari teori
keagenan dalam konteks penganggaran belamja modal di sektor publik dengan mengambil
kombinasi variabel bebas dan beberapa penelitian terdahulu untuk mendapatkan svarat
kebaruan movelty dalam tema penelitan determinan penganggaran belanja modal di

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah_

30



3 ran ana & lokas
MOSEATAN LAANA S I0NAT)

Ehusus (DAK) \
22 \

Angparan Pendapatan Angearan Belanja
Ash Daerah (PAD E: Modal
L - it
- -
Anggaran Dana Ban

Hazl (DBH o

© "/
il -

Ukuran Kabupaten Kota

Yy -

Gambar 2. 1 Skema Arah Penelitian Sekarang

Dari penjelasan beberapa faktor yang memengaruhi Anggaran atau Realizasi Belanja
Modal di atas, masih terdapat beberapa faktor vang bersumber dan penelitian terdahulu sepert
kemandirian daerah vang dilambangkan dengan perhitungan rasio Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan total pendapatan daerah (Halim, 2002). Kemandinan daerah berpengaruh
negatif signifikan terhadap porsi belanja modal pemerintah daerah (Nurhidayati & Yavya, 2013).

Selanjutnya terdapat faktor efektivitas kevangan daerah vang dihitung berdasarkan
rasio realisast PAD dibandingkan target penerimaan PAD (Nurhidavat: & Yaya, 2013). Hasil
penelitian Nurhidavati & Yava (2013) menemukan bahwa efektivitas keuangan daerah
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap porsi belanja modal.

Penelitian sebelumnya dar1 Nurhidayati & Yaya (2013) menemukan hubungan positif
antara variabel efisiensi keuangan daerah terhadap porsi belamja modal. Belum ada penelitian
lain yvang menggunakan variabel bebas ini selain dari penelitian Nurhidayati & Yava (2013)
sejauh peneliti sekarang menggali informasi dan literatur terdahulu. Beberapa penelitian
terdahulu dengan hasil vang berarah positif dalam memengaruhi belanja modal adalah variabel
PDEB (Produk Domestik Regional Bruto), Luas Wilayah Daerah, karakteristik Pemenntah
Daerah. Hasil penelitian dari Mutiah & Mappanyuki (2013) menyatakan bahwa karakteristik
Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal.

Beberapa penelitian terdahulu vang tidak konsisten menvatakan hubungan antara faktor
vang memengaruhi Belanja Modal adalah variabel S1LPA (Siza Lebih Pembiavaan Anggaran)
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dimana hasil penelitian terdahulu menemukan hubungan negatif dan positif terhadap Belanja
Modal. Sugiarthi & Supadmi (2014) menemukan hubungan yang positif dan signifikan SiLPA
terhadap Belanja Modal Hasil sebaliknva dan Nurhidayvatt & Yava (2013) menjelaskan
hubungan negatif S1LPA terhadap porsi belanja modal.

WVariabel bebas yvang memengaruhi secara negatif terthadap belanja modal adalah
Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian dari Nurzen & Riharjo (2016) menemukan bahwa
pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif terhadap belanja modal. Secara definizi berart
proses kenatkan kapasitas pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan
PDEB atau PDB sebuah negara pada periode tertentu (Nurzen & Riharjo, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu vang menjadi referensi penelitian ini dan bersumber dari
obyek penelitian di luar negara Indonesia seperti Change in Accounting Standards berpengaruh
negatif terhadap belanja modal. Vaniabel Implemented Accrual Accounting in Municipalities
oleh Christofzik (2019) menemukan hasil negatif signifikan terhadap belanja modal
Bacchiocchi et al.| (2011) menemukan bahwa vanabel independen debt sustainability vang
divkur dengan total hutang pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja
modal pemernntah dan belanja modal bidang pendidikan dengan menggunakan sampel
negara-negara OECD dan Uni Eropa. Variabel lain berupa external environmment vang
diproksikan dengan municipal size, tax base, tax rate dan fee level oleh Haraldsson (2022)
memengaruhi deviasi belanja modal mumicipal khususnya sektor pengairan dan saluran

pembuangan di negara Swedia.
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BAB IIT
METODOLOGI PENELITIAN

II1.1 Populasi dan Sampel

Jenis penelitian vang dilakukan adalah kuantitatif. Pemilihan sampel dan populasi vang
diambil menggunakan metode purposive sampling. Populasi dari penelitian ini adalah semua
kabupaten dan atau kota di seluruh wilayah Provins: Jawa Tengah. Pemilihan Provins: Jawa

Tengah sebagai populasi penelitian karena dari ketiga provinsi di Republik Indonesia vang

memiliki jumlah kabupaten'kota terbanvak vaitu Jawa Timur (29 kabupaten dan 9 kota), Jawa

Tengah (79 kabupaten dan 6 kota), dan Sumatera Utara (25 kabupaten dan 8 kota), Provinsi

Jawa Tengah vang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Adapun kriteria sampel yang

digunakan adalah sebagai berikut.

1. Sampel didasarkan pada satu periode jabatan aktif Kepala Daerah baik Bupati maupun
Walikota (selama 5 tahun dalam satu periode jabatan) untuk mengurangi disparitas atau
deviasi Kepala Daerah vang dimungkinkan akan terjadi pergantian jika penelitian
dilakukan lebih dar satu periode masa aktif jabatan, dan

2. Sampel didasarkan pada periode sebelum terjadinva pandemi Covid-19 yang mulai masuk
ke wilayah Indonesia pada awal tahun 2020. Hal 11 berfujuan untuk mengurangi bias
pengaruh penyusunan anggaran belanja modal di Pemerintah Daerah karena saat terjadi
pandemi, fokus Pemerintah Indonesia tanpa terkecuali Pemerintah Daerah di seluruh
wilayah Indonesia adalah menanggulangi dampak bencana pandemi Covid-19, dan

3. Periode pengambilan sampel untuk memenuhi dua kriteria sebelumnya adalah 2015-2019.

Dan ketiga kriteria pengambilan sampel di atas, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan
jumlah sampel terbanyak sebesar 70 data panel. Hasil tersebut dapat digunakan untuk proses
regresi secara statistik karena memenuhi syarat minimal jumlah sampel sesuai kaidah statistik

dalam penelitian. Berikut tabel hasil pengambilan sampel di Provinsi Jawa Tengah.
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Tabel 3. 1 Hasil Pengambilan Sampel Purposive

No | Nama Kabupaten/Kota Nama Kepala Daerah Periode Jabatan
1 | Kabupaten Blora Djoko Nugroho
2 | Kabupaten Boyolali Seno Samodro
3 | Kabupaten Grobogan Sr1 Sumarni
4 | Kabupaten Kendal Mirna Annisa
5 | Kabupaten Pemalang H. Junaedi
6 | Kabupaten Purworejo Agus Bastian
7 | Kabupaten Fembang H. Abdul Hafidz
2015-2019
8 | Kabupaten Semarang Mundjirin
9 | Kabupaten Sukcharjo Wardovo Wyava
10 | Kabupaten Wonogiri Joko Sutopo
11 | Kabupaten Wonosobo Eko Purnomo
12 | Kota Magelang H. Sigit Widyonindito
13 | Kota Semarang Hendrar Prihadi
14 | Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo

Sumber: Data diolah

Data vang diperlukan adalah data sekunder yang berasal dan satu dataset LKPD dan
data jumlah penduduk dari BPS dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-
masing wilayah kabupaten dan kota sesuai sampel di atas dengan periode penelitian 2015-2019.
Jenis data penelitian adalah data panel longitudinal dengan jenis distribusi data tidak normal.

II1.2 Definisi Variabel Penelitian

II1.2.]1 Variabel Dependen (Y)

Anggaran Belanja Modal atau vang disingkat menjadi (ABM) dalam model penelitian
didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnva vang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja
modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud menurut PP
No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

WVariabel Dependen (Y) dalam penelitian 11 adalah Anggaran Belanja Modal (ABM).
Anggaran Belanja Modal (ABM) diukur menggunakan angka anggaran belanja modal dalam
RAPBD Kabupaten/Kota sesuai sampel penelitian. Belanja modal untuk pelavanan publik
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adalah belanja vang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) vang
ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan
langsung oleh masvarakat (Nurhidavat1 & Yava, 2013).

II1.2.2 Variabel Independen (X)

WVariabel eksogen (X) merupakan vanabel yang mempengaruhi atau menyebabkan
perubahan variabel endogen (YY) serta sifatnya vang berdin sendini (tidak dipengaruhi oleh
vanabel lain) (Sugivono, 2011). Vanabel independen atau eksogen dalam penelitian 1n1 adalah
sebagai berikut.

a. Vaniabel DAK (Dana Alokasi Khusus)/ X1

WVariabel independen pertama dalam penelitian in1 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pengukuran variabel independen DAEK menggunakan angka anggaran dalam Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sampel penelitian. Kebyjakan DAK secara
spesifik (www.djpk depken. go.id) adalah untuk membantu daerah dengan kemampuan
keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penvediaan sarana dan
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yvang telah merupakan vrusan daerah (Nurhidayati
& Yava, 2013). Dana Alokasi1 Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah merpakan dana vang bersumber dan pendapatan APEN vang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
vang mempakan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah.

b. Vanabel DAU (Dana Alokasi Umum)/ X2

WVariabel independen kedua dalam penelitian ini1 adalah Dana Alokasi Umum (DAU).
Pengukuran variabel independen DAU menggunakan angka anggaran dalam Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sampel penelitian. Dana Alokasi Umum
(DAU) adalah dana wang berasal dari APBN wang dialokasikan dengan tujuan untuk
pemerataan keuangan antar daerah untuk membiavar kebutuhan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (Wandira, 2013). Dana Alokasi Umum didefinisikan menurut
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dana vang
bersumber dar pendapatan APEN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

c. Vanabel PAD (Pendapatan Asli Daerah)/ X3

WVariabel independen ketiga dalam penelitian 1n1 adalah Pendapatan Asli Daesrah (PAD).
Pengukuran variabel independen PAD menggunakan angka anggaran dalam Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah pada sampel penelitian. Pendapatan Asli Daerah
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didefinisikan sebagai pendapatan daerah yvang berasal dan sumber-sumber murni daerah
(Nurhidavati & Yaya, 2013). PAD merupakan sumber pembiayvaan bagi pemernintahan daerah
dalam menciptakan infrastruktur daerah vang didapatkan dan hasil pajak daerah_ hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan dan lain-lain PAD vang sah
(Wandira, 2013).

d. Variabel DBH (Dana Bagi Has=i1)/%4

WVariabel independen keempat dalam penelitian 1 adalah Dana Bagi Hasil (DBH).
Pengukuran variabel independen DBH menggunakan angka anggaran dalam Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sampel penelitian. Dana Bagi Hasil (DBH)
adalah dana vang bersumber dari pendapatan APBN vang dialokasikan kepada pemerintah
dasrah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (Helivanto & Handayani, 2016). Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah DBH didefinisikan sebagai dana vang bersumber dan
pendapatan tertentu APBN vang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tuyjuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuvangan antara
pemerintah pusat dan daerah.

e. Wariabel Ukuran Kabupaten/Kota (Size) X5

WVariabel independen kelima dalam penelittan imi1 adalah Ukuran Kabupaten/Kota.
Pengukuran variabel independen Ukuran Kabupaten/Kota ini menggunakan angka jumlah
populasi penduduk (jumlah penduduk) suatu KabupatenKota sesuai sampel penelitian. Data
jumlah populasi penduduk didapatkan dari sumber Badan Pusat Statistik dan atau Dinas
Eependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota sesuai sampel penelitian
Jumlah Populasi adalah salah satu faktor penting vang digunakan dalam beberapa penelitian
sektor publik terdahulu (Collin et al., 2017). Ukuran kabupaten'kota berdasarkan jumlah
populasi telah banyak digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnva daripada ukuran
organisasi pemerintahan daerah seperti rasio laporan keuangan pemda atau ukuran aset (Collin
et al., 2017). Populasi dalam sebuah kabupaten'kota terdini dan pemegang hak suara pemilu,
pembavar pajak dan pengguna fasilitas umum sehingga politist memandang mereka adalah
bagian terpenting pemangku kepentingan dalam belanja modal (Haraldsson, 2022).

II1.3 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan variabel dependen dan independen vang digunakan dalam
penelitian di atas, maka bentuk model penelitian untuk diterapkan adalah sebagai berikut.

36



ABM = o+ pDAK + fDATU + fPAD + fDBH + pUkuran + ¢
Keterangan:

ABM = Anggaran Belanja Modal

o = Konstanta

DAK = Anggaran Dana Alokasi Khusus

DAU = Anggaran Dana Alokasi Umum

PAD = Anggaran Pendapatan Asli Daerah

DEH = Anggaran Dana Bagi Hasil

Ukuran = Ukuran KabupatenKota (Population)

S = arvor

II1.4 Metode Analisa
IIL.4.1 Jenis Penelitian dan Regresi

Jenis penelitian vang digunakan adalah pendekatan kuantitatif Regresi vang digunakan
dalam analisa penelitian adalah regresi linier berganda data panel. Data panel adalah data vang
bersifat time series dan cross section sehingga terdini atas beberapa objek dan meliputi beberapa
periode (Winarno, 2017). Data panel memiliks beberapa keunggulan, seperti informasi vang
didapatkan menjadi lebih banyvak, kolinearitas vang lebih sedikit dan tepat digunakan untuk
dinamika perubahan (Gwarati, 2004). Uj1 asums:1 klasik tidak selalu diperlukan dalam analisis
data panel karena data panel dapat meminimalkan bias yvang kemungkinan besar muncul dalam
hasil analisis, memberi lebih banyvak informasi, variasi, dan degree of freedom (Gujarati &
Porter. 2012). Pada regresi data panel, tidak semua uj1 asumsi klasik vang ada pada metode
OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja vang diperlukan (Tr1 Basulki
& Prawoto, 2015).

Gujarati (2004) menyatakan meskipun data panel memiliki banvak keuntungan
dibandingkan dengan data time series dan cross section, data panel dapat memmbulkan
beberapa masalah diantaranya heteroskedastisitas (data cross section) dan autokorelasi (dara
time series). Oleh karena 1tu, dalam menangani masalah tersebut maka estimasi model regres:
data panel menggunakan teknik Common Effect Model {CEM). Fixed Effect Model (FEM) dan
Random Efect Model (REM) (Pebrivanti, 2015). Saffware analisa statistik yvang digunakan
untuk mengestimasi hubungan antar variabel pada model penelitian serta uj1 hipotesis adalah

Eviews sern1 12,
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II1.4.2 Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel terdapat tiga teknik estimasi vang ditawarkan vaitu: Pool OLS
(Common Effect), Fixed Effect Mode! dan Random Effect Model (Pebrivanti, 2015). Ketiga
teknik estimasi model regresi data panel tersebut dijelaskan sebagai berikut.

IIL4.2.1 Common Effect Model (CEM)/ Pool Ordinary Least Square (Pool OLS)

Merupakan pendekatan model data panel vang paling sederhana karena hanva
mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model 1 tidak diperhatikan
dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam
berbagai kurun waktu. Metode 1n1 dapat menggunakan pendekatan Ordinary Least Square
(OL5) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Renita, 2019).

11.4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model merupakan pendekatan vang mengamsusikan bahwa data secara
individu memiliki intersep vang bervariasi antar individu data lainnya Konstanta yvang tetap
besarnva untuk seluruh periode dalam satu objek 1n1 lah vang disebut sebagai efek tetap. Model
estimasi in1 sering juga disebut dengan tekmik Least Sguares Dummy Variable (LSDTV)
(Widarjono, 2013).

11.4.2.3 Random Effect Model (REM)

Metode Random Effects adalah model vang digunakan untuk mengestimasi data panel
dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dalam
menjelaskan random effects tersebut diasumsikan setiap data memiliki perbedaan intersep.
Model 11 sangat berguna jika data secara individu vang kita ambil sebagai sampel dipilih
secara random dan merupakan wakil dari populasi (Renita, 2019).

II1.4.2.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Langkah selanjutnva adalah memilith model yvang paling tepat dari ketiga estimasi
model regresi data panel vang telah divraikan sebelumnya (Renita, 2019). Secara formal
terdapat dua macam pengujian vang dapat digunakan, vaitu Up Chow dan Ujp Hausman
(Renita, 2019).

1T.4.2.4.1 Uji Chow

Uyt Chow berguna untuk mengetahw apakah model FEM (Fixed Effect Model) lebih
baik dibandingkan model CEM (Common Effect Model) dapat dilakukan dengan melihat
signifikansi nilai F-statistik model FEM (Renita, 2019). Kriteria penilaian uj1 Chow adalah
perhitungan dan hasil regresi data vang menunjukkan baik F-test maupun Chi-square
(Widarjono, 2013). Menurut Renita (2019) dengan membandingkan hasil dani F-hitung dengan
F-tabel maka didapatkan hipotesis sebagai benikut.
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HO : Fhitung < Ftabel, artinva model mengikuts CEM

HA: Fhitung = Ftabel, artinya model mengikuti FEM

Sedangkan, Chi-square dilihat dar nilai probabilitas, jika nilai probabilitas (p-value)
lebih kecil dan tingkat signifikansi o < 5% maka HO tidak didukung, artinya model panel vang
lebith baik untuk digunakan adalah Fixed Effect Model, dan sebaliknva, jika HO didukung,
berarti model yvang digunakan adalah model Pooled Least Square (Commeon Effect Model).
Namun jika HO ditolak, maka model Fixed Effect Model harus diuji kembali untuk memilih
apakah akan memakai model Fixed Effect Model atan Random Effect Model, baru kemudian
dianalisa lebih lanjut (Renita, 2019).

1I1.4.2.4.2 Uji Hausman

Uyt Hausman digunakan untuk mengetahui apakah model fixed effect lebih baik dan
model random effect. Kriteria penilaian Ujp Hausman adalah jika muncul hasil vang
menunjukan baik F-test maupun Chi-square jika p-value = 3 % maka HO diterima dan jika p-
value < 5 % maka HO ditolak (Widarjono, 2013). Jika hasil dar1 Hausman Test signifikan, maka
HO tidak didukung, sehingga vang digunakan adalah Fixed Effect Model.

II1.4.2.4.3 Uji Asumsi Klasik Data Panel

Metode estimasi model panel pengaruh acak (randem effect) menggunakan metode
generalized least square (GLS), sedangkan model panel pengaruh gabungan (common effect)
dan model panel pengaruh tetap (fixed gffect) menggunakan ordinary least sguare (OLS)
(Gujarati & Porter, 2012). Salah satu kelebithan metode GLS vaitu tidak perlu memenuhi
asumsi klasik (Kosmarvati et al._ 2019). Apabila model regresi menggunakan random effect
maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019). Sebaliknva, apabila
digunakan model regresi commeon effect atau fixed effect maka perlu dilakukan uj1 asumsi klasik
(Kosmaryati et al., 2019).

II1.4.3 Uji Hipotesis

1I1.4.3.1 Uj F-Stat

Pengujian signifikansi koefisien regresi dapat mengounakan uji hipotesis (Nachrowi &
Usman, 2006). Terdapat dua uj hipotesis digunakan untuk menguyi koefisien regresi vaitu, uj
simultan (w1 F) dan uji parsial (w1 t) (Kosmaryat et al, 2019). U F 1im1 dilakukan untuk
mengetahui apakah model regresi vang diestimasi dapat dikatakan layvak atau tidak (Kosmaryat:
et al., 2019). Penentuan lavak atan tidaknya model regresi vaitu dengan membandingkan nilai
F hitung dengan F tabel (Kosmaryati et al., 2019).
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II1.4.3.2 Uji t-stat

Uyt statistik t dilakukan vuntuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen (seberapa besar variabel dependen dapat diterangkan oleh vanabel
independen secara individual) (Kosmaryati et al, 2019). Up Statistik t pada dasarnva
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara indrvidual dalam
menerangkan variasi variabel terikat (Widarjono, 2013).

I11.4.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran untuk menghitung seberapa jauh
kemampuan model regres: dalam menerangkan variasi vanabel dependen (Kosmarvyati et al |
2019). Koefisien Determinasi (R?) pada intinya mengukur seberapa javh kemampuan model
dalam menerangkan wvariasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi
adalah antara nol dan 1 (Ghozali, 2011). Nilai R? yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali,
2011).

Eelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah
variabel independen vang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2011). Setiap tambahan satu
variabel independen. maka R? pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut
berpengaruh secara signifikan terhadap vanabel dependen (Ghozali, 2011). Oleh karena ttu,
banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R pada saat mengevaluasi
mana model regresi terbaik (Ghozali, 2011). Tidak seperti R2, nilai Adjusted R? dapat naik atau
turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2011).
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BABIV
ANALISIS dan PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dari model penelitian yvang telah diuji secara statistik baik
berupa w1 model terbaik menggunakan Uy Chow dan Ujpt Hausman karena penggunaan data
panel pada sampel penelitian, Uji Asumsi Klasik dan Uy Hipotesis. Populasi dari penelitian
kuantitatif 1n1 adalah seluruh Pemenintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Data vang digunakan untuk sampel penelitian adalah data sekunder yvang bersumber
dari LKPD Pemda Kabupaten/Kota sampel penelitian dan data jumlah populasi/penduduk
Kabupaten atau Kota dari Badan Pusat Statistik dan ataun Dinas Kependudukan dan Catatan
5ipil pemernintah daerah KabupatenKota vang menjadi sampel penelitian.

Data panel sampel penelitian diambil dari tahun 2015 — 2019. Variabel independen

penelitian 11 berjumlah lima dengan rincian secara bemurutan anggaran Dana Alokasi Khusus
(DAK) sebagai X1, anggaran Dana Alokast Umum (DAU) sebagai X2, anggaran Pendapatan
Asli Daerah (PAD) sebagai X3, anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai X4 dan Ukuran
Kabupaten/Kota sebagai X5. Sedangkan, vanabel dependen dalam penelitian (Y) adalah
anggaran Belanja Modal.

Penelitian 11 bersifat kuantitatif untuk mengupt determinan anggaran belamja modal
daerah. Penelitian menguji pengaruh variabel independen anggaran Dana Aloksai Khusus
(DAK), anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD),
anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) serta Ukuran Kabupaten/Kota terhadap Anggaran Belanja
Modal Daerah (ABM) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh positif atau

negatif begitu juga signifikansi dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

IV.1 Statistik Deskriptif

Tahapan awal analiza dalam penelitian 1m1 vaitu melakukan analisis deskriptif untuk
mengetahul gambaran umum sampel penelittan (Kosmarvati et al, 2019). Data vang diolah
dalam statistik deskriptif i1 menunjukkan angka dalam jutaan terkecuali angka jumlah
populasi penduduk (X5} vang dinvatakan dalam nominal penuh. Sampel penelitian disajikan
dalam lampiran penelitian ini. Berikut tabel 4.1 vang menvajikan statistik deskriptif variabel

dalam penelitian yang menggambarkan sampel penelitian secara umum.
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Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

Keterangan Variabel
Dependen Independen
Y X1 X2 X3 X4 X5
ABM DAK DAU PAD DEH e

Kabupaten/Kota

Mean 508.7810 | 2584933 | 9291521 | 3828699 | 579431 9169073

Median 4181986 | 303.326,0 | 9411427 | 2771919 | 4393974 9204645

Maximum 37494370 4970122 112884240 | 21281760 | 2099373 16896550

Minimum 1889770 37501 | 4154694 | 1373750 24457772 1209950

Sumber: Data olahan dalam jutaan

Dan informasi dalam tabel 4.1 di atas terlihat variabel dependen Y berupa Anggaran
Belanja Modal memiliki rata-rata sebesar Ep308.781.000.000.- untuk semua sampel
pemerintahan Kabupaten/Kota di Provins: Jawa Tengah. Median atau nilai tengah dan variabel
Anggaran Belanja Modal ini sebesar Rpd18 198 600.000 - Nominal terbesar dari sampel
Anggaran Belanja Modal mencapai Ep3.749 437.000.000,_- terdapat pada Kota Semarang tahun
2019. Sedangkan, nominal terendah Anggaran Belanja Modal pada sampel penelitian sebesar
EplB8 977.000.000. - terdapat di1 Kota Magelang tahun 2015,

Informasi lebih lanjut dar1 variabel X1 berupa Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
secara rata-rata di semua sampel sebesar Ep2358 493 300.000 -. Nilai tengah dari Anggaran
DAK sebesar Rp303.326.000.000.-. Nominal terbesar Anggaran DAK dalam sampel penelitian
berada di Kabupaten Semarang tahun 2016 sebesar Rpd497.012.160.000-. Nilai terendah
Anggaran DAK sebesar Rp3.750.100.000_- terdapat di Kota Surakarta pada tahun 2015,

Variabel X2 berupa Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) secara rata-rata bernilai
Ep929.152.100.000,-. Anggaran DAU dalam sampel penelitian i1 memiliki nilai tengah
sebesar Rp941.142.700.000 - Nilai terbesar Anggaran DAU terdapat di Kota Semarang tahunn
2019 sebesar Epl 288 423 920.000._-. Kota Magelang memiliki Anggaran DAK terkecil dalam
sampel penelitian sebesar Rp415 469 410000 - pada tahun 2016.

WVariabel X3 berupa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sampel
penelitian sebesar Rp382 869 900 000 -. Nilai tengah Anggaran PAD sampel penelitian sebesar
Ep277.191900.000 - Kota Semarang memiliki Anggaran PAD terbesar dalam sampel
penelitian pada tahun 2019 mencapai Rp2.128.176.140.000,-. Kabupaten Blora memadi

42




kabupaten terkecil dalam sampel penelitian karena hanva memiliki Anggaran PAD sebesar
Rp137.375.000.000 - pada tahun 2015.

WVariabel X4 berupa Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) rata-rata sampel penelitian
sebesar Rp37.943.100.000-. Nilai tengah Anggaran DBH sebesar Rp43 939 740.000,-
Anggaran DBH terbesar terdapat di1 Kota Semarang mencapai Rp209 937 300.000, - pada tahun
2017. Anggaran DBH terendah terdapat di Kota Magelang hanva sebesar Ep24 457.720.000_-
tahun 2015,

Variabel X5 dengan proxy jumlah populasi penduduk Kabupaten/Kota sampel
penelitian secara rata-rata mencapai 216907 jiwa. Nilai tengah dari jumlah penduduk 1m
sebesar 920 464 yrwa. Jumlah penduduk terbesar dalam sampel penelitian mencapai 1. 689 633
jiwa berada di Kota Semarang pada tahun 2019. Sedangkan, jumlah penduduk terendah dalam

sampel penelitian ada di Kota Magelang tahun 2015 vang hanva sebesar 120 995 jrwa.

IV.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga metode pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengestimasi model
regresi dengan data panel vaitu model gabungan, model pengaruh tetap, dan model pengaruh
acak (Basulki & Yuliadi, 2014). Model panel pengaruh gabungan (common effect), model panel
pengaruh tetap (fixed effect), dan model panel pengaruh acak (random effect) (Kosmarvyati et
al._ 2019). Langkah selanjutnyva adalah memilih model vang paling tepat dari ketiga estimasi
model regresi data panel vang telah divraikan sebelumnya (Renita, 2019). Secara formal
terdapat dua macam pengujian vang dapat digunakan, vaitu Up Chow dan Ujp Hausman
(Renita, 2019).

IV.2.1 Uji Chow

Menurut Renita (2019) Uji Chow berguna untuk mengetahm apakah model FEM
(Fixed Effect Model) lebih baik dibandingkan model CEM (Common Effect Model) dengan cara
melihat signifikansi nilai F-statistik. Berikut hasil Uyt Chow dengan soffware Eviews 12
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow

Effects Tests Statistic df Prob.
Cross-section F 3.122911 | (13.,51) 0.0018
Cross-section Chi-square 40990731 13 0.0001

Sumber: Data olahan

Hipotesis awal (HO) pada uji Chow adalah tidak terdapat pengaruh individu terhadap
model (model mengikuti model gabungan) dan hipotesis tandingannya (H1) adalah terdapat
satu atau lebih pengaruh individu terhadap model (model mengikuti model pengaruh tetap)
(Kosmarvati et al., 2019). Keputusan tolak HO jika FO = FN-1 N({T-1)-K atau jika mlai p < @
(Kosmaryati et al_, 2019). Hasil Uji Chow di atas berarti nilai F-stat Cross-section adalah 00018
dimana p < 0,05 dengan o = 5%. Kesimpulan pada Up Chow 1n1 adalah model estimasi regres:
data panel menggunakan model pengaruh tetap (fixed effect model).

IV.2.2 Uji Hausman

Uy Hausman digunakan untuk menguji signifikansi antara model pengaruh acak
dengan model pengaruh tetap (Kosmaryvati et al., 2019). Hipotesis awal (HO) vang digunakan
pada upt 11 adalah model mengikuti model pengaruh acak dan hipotesis tandingannva (H1)
adalah model mengikuti model pengamih tetap (Kosmaryati et al | 2019). Setelah dilakukan Uji
Chow dan didapatkan hasil bahwa Fixed Effect merupakan model yvang sesuai dengan
penelitian, maka tahap selanjutnva adalah melakukan Random Effect Model untuk kemudian
dibandingkan manakah estimasi yvang paling tepat diantara FEM dan REM pada vj1 Hausman
(Fenita, 2019). Keputusan tolak HO jika nilai p < o (Kosmaryati et al., 2019). Berikut hasil

Hausman Test dengan Eviews 12.
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Tabel 4. 3 Hasil Hausman Test

Test Summary Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f | Prob.
Cross-section random 32012432 51 0.0000
sumber: Olahan data

Hasil dar1 Uyt Hausman di atas terlihat nilai probabilitas atau p-value adalah 00000 =<
0,05 (o). Kesimpulan dari hasil Hausman Test di atas adalah HO tidak didukung vang berarti
model mengikuti model pengaruh tetap (fixed effect model).

Dar1 hasil kedua uji1 estimasi model regresi data panel di atas_. maka Fixed Effect Model
(FEM) mendapatkan hasil dua kali pemilihan baik dalam Uyt Chow dan Uj Hausman. Setelah
melakukan penentuan model menggunakan Ujpt Chow dan Ujpt Hausman yang sama-sama
menunjukkan hasil bahwa Fixed Effect Model (FEM), maka langkah selanjutnya melakukan
uj1 asumsi klasik pada model regresi data panel FEM.

Metode estimasi model panel pengarvh acak (random effect) menggunakan metode
generalized least square (GLS), sedangkan model panel pengaruh gabungan (common effect)
dan model panel pengaruh tetap (fixed effect) menggunakan erdinary least square (OLS)
(Gujarati & Porter, 2012). Apabila model regresi menggunakan random effect maka tidak perlu
dilakukan uji asumsi klasik (Kosmaryati et al., 2019). Sebaliknya, apabila digunakan model
regresi cammon effect atau fived effect maka perlu dilakukan up asumsi klasik (Kosmarvati et
al , 2019).

IV.3 Uji Asumsi Klasik

Uyt asums: klasik tetap dilakukan pada regresi data panel jika model regres: terpilih
sesual Uji Chow dan Ujp Hausman adalah regresi selain model random effect. Data panel
memiliki banvak keuntungan dibandingkan dengan data time series dan cross section, namun
data panel dapat menimbulkan beberapa masalah diantaranya heteroskedastisitas (data cross
section) dan autokorelasi (data time series) (Gujarati, 2004). Apabila model regresi
menggunakan random effect maka tidak perlu dilakukan uj1 asumsi klasik (Kosmaryati et al_,
2019). Sebaliknya, apabila digunakan model regres1 common gffect atau fived effect maka perlu
dilakukan uj1 asumsi klasik (Kosmarvati et al.. 2019). Pada regres:1 data panel, tidak semua ujp
asumsi klasik vang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan
heteroskedastisitas saja vang diperlukan (Tri Basulka & Prawoto, 2015). Pada regresi data panel,
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tidak semua w1 asumsi klasik vang ada pada metode OLS dipakai, hanva multikolinieritas dan
heteroskedastisitas saja yvang diperlukan (Widarjono, 2013).

Uy asumsi klasik tidak secara keseluruhan harus dilakukan pada setiap model dan
masing-masing pendekatan yvang berbeda (Ningrum et al., 2020). Uyt asumsi klasik tidak selalu
diperlukan dalam analisis data panel karena data panel dapat meminimalkan bias vang
kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banvak informasi, variasi, dan
degree of freedom (Guarati & Porter, 2012). Up limeritas dan autokorelas: tidak digunakan
dalam kedua pendekatan yvang ada batk dart OLS maupun GLS (Siburian & Aptanta Henanda
Sari, 2022). Uyt Autokorelasi tidak diharuskan juga digunakan karena uyi in1 hanya terjadi pada
data time series dan tidak terdapat pada data cross-section maupun data panel (Siburian &
Aptanta Henanda Sari, 2022).

Uyt normalitas tidak wajib pada pendekatan OLS, sementara wajb untuk pendekatan
GLS (Kuncoro, 2013). Metode estimasi model panel pengaruh acak (random affect)
menggunakan metode generalized least square (GLS), sedangkan model panel pengaruh
gabungan (common effect) dan model panel pengaruh tetap (fixed effect) menggunakan
ordinary least square (OLS) (Gujaratt & Porter, 2012). Oleh karena estimasi terbaik vang
dipilih dalam penelitian in1 adalah fixed effect model (model pengaruh tetap), maka penggunaan
metode FEM menggunakan pendekatan OLS. Ketentuan regresi linier berganda dengan
pendekatan OLS adalah harus lolos wi asumsi klasik dan w1 asumsi klasik vang digunakan
pada estimasi FEM (Fixed Effect Model) adalah Up Multikolinearitas dan Up
Heteroskedastisitas (Mardami, 2019)).

IV.3.1 Uji Multikolinearitas

Uy Multikolinearitas bertuyjuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanva
korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi vang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Kelompok data
variabel eksogen tidak boleh berkorelasi sangat kuat r = 0.90 (Napitupulu et al., 2021). Jika
terjadi demikian maka terjadi masalah multikolinenitas (Napitupulu et al., 2021). Syarat tidak
terjadinya suatn model regresi berganda data panel adalah nilai korelasi antar variabel
independen tidak boleh lebih dari 0.9 atau r = 0.9. Berikut hasil Uy Multikolinearitas penelitian

mni.
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

X1 X2 X3 X4 X5
X1 1.000000 | 0.549153 | 0.000181 | 0.003574 | 0381177
X2 0.549153 | 1.000000 | 0.382808 | 0.313198 | 0.870521
X3 0.000181 | 038281 | 1.000000 | 0.790474 | 0.542304
X4 0.003574 0.3132 | 0.790474 | 1.000000 | 0484207
X5 0381177 | 0.87052 | 0.542304 | 0.484207 | 1.000000

Sumber: Data diolah

Dar1 hasil data di atas, semua variabel indepeden (eksogen) tidak ada nilai r = 0.90 vang

berart: tidak terjadi multikolinearitas. Seluruh hubungan bivanate antar variabel eksogen lebih

kecil dari 0.9000 (r < 0.9000) (Napitupulu ot al._ 2021). Dalam model tidak terdapat masalah

multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021).
IV.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dar residual satu pengamatan ke pengamatan vang lain (Ghozals,

2011). Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satu cara untuk melihatnya
adalah dengan melakukan Uy Glejser (Remita, 2019). Up Glejser menggunakan absolut
residual sebagai variabel dependennya (Renita, 2019). Berikut hasil estimasi Fixed Effect

Model (FEM) sebagai pilihan terbaik dalam mengestimasi pengaruh variabel independen

terhadap dependen dalam penelitian 1in1 untuk diuyi menggunakan U Glejser.

Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable Coefficient | Std. Error | t-Statistic Prob.

C 2381718.0 | 1447753.0 | 1645114 0.1061
X1 0430667 | 0.2906355 | 1.4%1715 0.1446
X2 -0.734887 | 0.649631 | -1.131238 0.2632
X3 2377775 0328802 | 7251641 0.0000
X4 -11.845250 | 2.467976 | -4.799579 0.0000
X5 -1.663711 | 1465018 | -1.135625 0.2614

sumber: Olahan dat

il
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Kemudian dilakukan Uji Glejser sebagai syarat w1 asumsi klasik heteroskedastisitas
agar model regresi dikatakan baik dalam mengestimasi hubungan variabel independen terhadap

dependen. Berikut hasil Uj Glejser.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Glejser

Variable Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.
C -396753.5 | 5663866 | -1.033615 | 02970
X1 -0276326 | 0113709 | -2430108 | 0.0187
X2 0.113910 0254147 | 0448205 | 0.6539
X3 0.343698 0.128633 | 4226740 | 0.0001
X4 0632218 0965316 | 0.634798 | 05135
X5 0456326 0573141 | 0.796185 | 0.4296

sumber: Data olahan

Dart hasil Uji Glejser di atas, dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas pada
variabel independen Anggaran Dana Alokasi Khusus (X1) dan Anggaran Pendapatan Aslhi
Daerah (X3). Jika o variabel bebas = 0.05 berart: tidak terjadi heteroskedastisitas (Napitupulu
et al., 2021). Nilai probabilitas dari X1 dan X3 p = 0,05 berarti bahwa variabel X1 dan X3
mengalami gejala heteroskedastisitas. Berarti pada variabel im tenjadi heterokedastisitas
(Napitupulu et al., 2021). Pada model common effect atau fixed effect. implikasi terjadi
autokorelas: dan heterokedastisitas pada data panel dapat diperbaiki dengan berbagai macam
cara_ salah satu dengan mengubah kebentuk model cross-section weights atau cross-section

SUR (Napitupulu et al., 2021).

IV.4 Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan untuk mengetahui hipotesis vang telah ditetapkan
diterima atau ditolak secara statistik (Renita, 2019). Secara statistik, setidaknya ketepatan
fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Geodnes of Fit-nva
(Ghozali, 2011). Dalam statistik, Goodnes of Fit diukur dari nilai koefisien determinasi (R%),
nilai statistik F. dan mlai statistik t (Ghozali, 2011).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 1q1 F-statistik, Uji t-statistik dan
Koefisien Determinasi (R*). Berdasarkan Uji Pemilihan Model untuk mengestimasi model
terbaik regresi data panel, model terbaik adalah Fixed Effect Mode (FEM) dan model tersebut
juga sudah lolos uj1 asumsi klasik setelah diperbaiki akibat terjadi masalah heteroskedastisitas.
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Berikut tabel 4.7 vang menunjukkan hasil regresi setelah perbaikan masalah hetersokedastisitas
dengan menggunakan pendekatan fixed effect mode! (FEM).
Tabel 4. 7 Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variable Coefficient | Std. Error | t-Statistic Prob.
C 1173370.0 | 7001882 | 1.675793 0.0999
X1 0.246805 | 0.112374 | 2.196276 | 0.0326
X2 -0.377258 | 0291818 | -1.292782 | 0.2019
X3 1.459031 | 0268028 | 5443568 0.0000
X4 -6.439741 | 1962491 | -3.281411 | 0.0019
X5 -0.614389 | 0.715515 | -0.858666 | 0.3945

Sumber: Data dioclah

Model persamaan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Mode! vang dapat
dibentuk setelah perbaikan heteroskedastisitas berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut.
Y = 117337035886 + 0.246805299581X1 - 0.377257629586X2 + 145903087771X53 -
6.43974145602X4 - 0.614388854617X5 +¢
Keterangan:

Y : Anggaran Belanja Modal

X1 : Anggaran Dana Alokasi Khusus

X2 : Anggaran Dana Alokasi Umum

X3 : Anggaran Pendapatan Asli Daerah

X4 : Anggaran Dana Bagi Hasil

X5 : Ukuran KabupatenKota

£ - erroy

IV.4.1 Koefisien Determinasi (R?), Adjusted R? dan Interpretasinya

Koefisien determinasi pada intinva mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol dan satu (Ghozali, 2011). Nilai R? vang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2011). Nilai
vang mendekati satu berarts vaniabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi
vang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Kelemahan

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen
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vang dimasukkan ke dalam model (Ghozalii 2011). Oleh karena itu, banyvak peneliti
menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R? pada saat mengevaluasi mana model
regresi terbaik (Ghozali, 2011). Berikut tabel 4 8 vang berisi nilai Koefisien Determinasi model
regresi data panel fixed effect model (FEM).

Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi

Weighted Statistics
F-squared 0.805075

Adjusted R-squared 0.736278
Sumber: Data diolah

Darn hasil regresi diperoleh nilai R? adalah 0,805 atau 80,5%. Sedangkan, Adfusted R?
bernilai 0.7362 atau 73,62%. Menurut Ghozali (2011) nilai vang akan kita gunakan adalah
Adiusted RB? vaitu 73.62%. Koefisien determinasi adalah besarnya keragaman (informasi) di
dalam variabel Y (dependen) vang dapat diberikan oleh model regresi yvang didapatkan
(Napitupulu et al., 2021). Apabila nilai R? dikalikan 100%, maka hal ini menunjukkan
persentase keragaman (informasi) di dalam variabel Y vang dapat diberikan oleh model regresi
(Napitupulu et al., 2021). Semakin besar nilai R?, semakin baik model regresi yang diperoleh
(Napitupulu et al., 2021).

Interpretasi dari nilai Adjusted R? berdasarkan penjelasan Ghozali (2011) dan
Napitupulu et al | (2021) di atas adalah variabel Y (dependen) dapat dijelaskan oleh variabel
independen dalam model regresi penelitian sebesar 73.62%. Model penelitian 11 dapat
mengestimasi pengaruh Anggaran Dana Alokasi Khusus, Anggaran Dana Alokasi Umum,
Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Dana Bagi Hasil serta Ukuran Kabupaten/Kota
terhadap Anggaran Belanja Modal suatu Kabupaten/Kota adalah sebesar 73,62%. Sedangkan,
26_38% terjelaskan oleh variabel lain di luar penelitian vang memengaruhi Anggaran Belanja
Modal.

IV.4.2 Uji Kelavakan Model (Uji F-Statistik)

Up F 1 dilakukan untuk mengetahu apakah model regresi vang diestimasi dapat
dikatakan lavak atau tidak (Kosmaryati et al . 2019). Penentuan lavak atau tidaknya model
regresi vaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel (Kosmaryati et al , 2019).

Uy statistik F pada dasarnva menunjukkan apakah semua variabel independen atau
bebas atau eksogen vang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011). HO vang hendak diuy1 adalah apakah semua

parameter dalam model sama dengan nol vang artinya semua variabel independen bukan
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merupakan penjelas vang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Hipotesis
alternatifnva adalah semua wvariabel independen secara simultan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Dapat digambarkan secara rumus HO dan HA dann Up

gtatistik F 1.
HO:bl b2 = =bk=0
HA-bBl1#£b2E£ .. Zbk#0

Untuk menguyi hipotesis di atas, penggunaan kriteria pengambilan keputusan dengan

Ujit statistik F adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011).

1. Quick look: bila nilai F lebih besar danpada 4, maka HO ditolak pada o 5% atau dengan
kata lain kita menerima HA Artinva adalah semua variabel independen secara serentak
dan signifikan memengaruhi variabel dependen.

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung
lebih besar daripada nilai F tabel, maka HO ditolak dan menerima HA.

Tabel 4. 9 Hasil Uji F-Statistik

Weighted Statistics

F-statistic | 11.70220
Sumber: Data diolah

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 1170220 atau menurt
Ghozali (2011) lebih besar dan nilai 4 dengan o = 5%. Hal tersebut berarti HA didukung
dengan kata lain variabel independen dalam model penelitian berpengaruh secara signifikan
terthadap variabel dependen. Berdasarkan hasil ui statistik F di atas, interpretasi hubungan
Anggaran Dana Alokasi Khusus, Anggaran Dana Alokasi Umum, Anggaran Pendapatan Asli
Daerah, Anggaran Dana Bagi Hasil serta Ukuran KabupatenKota secara bersama-sama
signifikan memengaruhi Anggaran Belamja Modal di suatu Kabupaten/Kota.

IV.4.3 Uji statistik t dan Interpretasinya

Uy statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,
2011). Hipotesis nol (HO) vang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b1) sama dengan
nol vang dapat dimumuskan sebagai berikut (Ghozali, 2011).

HO:b1=0
HA - b1#0

Interpretasi atas kedua hipotesis di atas adalah apakah suatu vanabel independen bukan

merupakan penjelas vang signifikan terhadap variabel dependen (HO) dan hipotesis
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alternatifinva (HA) berarti variabel independen merupakan penjelas yvang signifikan terhadap

variabel dependen (Ghozali, 2011). Adapun kriteria dari uj1 statistik t (Ghozali, 2016).

1. Jika milai signifikansi ugi t > 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Artinva tidak ada
pengaruh antara variabel independen terhadap variaben dependen.

2. Jika nilar signifikansi upn t < 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Artinva terdapat
pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil olah data vang disajikan dalam tabel 4.7 di atas menggunakan
Eviews ser1 12, regresi data panel telah diperbaiki dengan metode cross-section weight karena
masalah heteroskedastisitas. Cross-section weight dilakukan apabila terjadi heteroskedastisitas
(Napitupulu et al_, 2021). Penjelasan atau interpretasi dart Uy Statistik t adalah sebagait berikut.

IV.4.3.1 Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel 4. 10 Hasil Uji t Statistik Variabel X1

Variable | Coefficient S5td. Error t-Statistic Prob.
X1 0246805 0.11237 2196276 | 0.0326
Sumber: Data diolah

Dari hasil olah data pada tabel 410 d1 atas, nilai signifikansi variabel X1 atau Anggaran
Dana Alokasi Khusus (DAK) signifikan pada o = 3%. Nilai1 probabilitas 00326 < o = 002
untuk variabel X1. Arah pengaruh variabel X1 adalah positif melihat koefisien regresi data
panel darn X1 adalah mlai positif. Interpretasi dan nilai tersebut adalah kita mendukung
hipotesis pertama penelitian yang berarti bahwa Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) secara
individu memengaruhi secara signifikan dengan arah positif terhadap Anggaran Belama
Modal.

Inferensi dan penjelasan di atas dapat diterjemahkan bahwa setiap kenaikan Epl dan
Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), maka akan terjadi kenaikan pada Anggaran Belanja
Modal suatu daerah Kabupaten/Kota sebesar Rpl.173.370.000.000,3. Data hasil olahan di atas
telah disederhanakan dalam bentuk nominal jutaan sehingga inferensi di atas bernilai triliun
rupiah. Hasil penelitian 1n1 sejalan dengan hasil penelitian Mutiah & Mappanyuki (2013) vang
menjelaskan bahwa keputusan belanja modal dipengaruhi secara positif oleh variabel Dana
Alokas1 Khusus (DAK). Penelitian i1 juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yvang
menggunakan vanabel dependen Anggaran Belanja Modal, namun vanabel independen berupa
realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dari Helivanto & Handayani (20168) vang
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menyatakan bahwa Anggaran Belamja Modal dipengaruhi secara positif oleh Dana Alokasi
Khusus.

Hipotesis pertama penelitian di atas vang terdukung dengan data mengkonfirmasi teon
keagenan vang menjadi landasan teori penelitian 1n1. Anggaran Dana Alokasi Khusus menjadi
determinan Anggaran Belamja Modal dimana Anggaran DAK tersebut diajukan oleh
Pemerintah Daerah vang diwakili Kepala Daerah kepada DPR. Daerah untuk disetujui dalam
APED. Kepala Daerah menjalankan fungsi agen vang diberikan kewenangan oleh rakyat vang
diwakili DPED Daerah sebagai prinsipal untuk memenuhi kepentingan masyarakat di daerah
melalui pengajuan Anggaran DAK dalam APBD.

IV.4.3.2 Anggaran Dana Alokasi Umum (DATU)

Tabel 4. 11 Hasil Uji t Statistik Variabel X2

Variable | Coefficient 5td. Error t-Statistic Prob.
X2 0377258 0291818 -1292782 0.2019

sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji regresi data panel pada tabel 4.11 di atas, nilai signifikansi
variabel X2 berupa Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,2019 yvang artinya nilai
signifikansi = o 0,05 maupun 0,10. Koefisien regresi bernilai negatif ditandair dengan tanda
minus (-) pada hasil di atas.

Inferens1 dan angka-angka tersebut di atas adalah kita tidak mendukung hipotesis
kedua penelitian vang berarti tidak ada pengamh secara individual antara variabel Anggaran
Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal. Namun, jika dilihat dan arah pengaruh
berdasarkan nilai koefisien X2 vang negatif. maka pengaruh Anggaran Dana Alokasi Umum
berbanding terbalik dengan Anggaran Belanja Modal Hasil penelitian 1n1 sejalan dengan
penelitian terdahulu dari Solikhah & Wahyudin (2014) vang menvatakan bahwa variabel DAU
berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Hasil pengujian data di atas vang tidak mendukung hipotesis kedua penelitian sesuai
dengan teori keagenan Konflik keagenan vang terjadi dalam hubungan keagenan antara
Kepala Daerah sebagai agen terhadap kepentingan masvarakat daerah sebagai prinsipal tampak
dari hipotesis yvang tidak terdukung tersebut. Anggaran Dana Alokasi Umum tetap diajukan
oleh Pemenntah Daerah dalam APBD kepada wakil rakyat daerah yaitu DPE. Daerah, namun
penggunaan Dana Alokasi Umum tersebut tidak khusus untuk Belanja Modal vang ditujukan
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untuk kepentingan masvarakat daerah. Secara implisit konflik keagenan terjadi dalam masalah
penggunaan dana Anggaran DA vang tidak secara langsung digunakan untuk Belanja Modal
daerah dengan tujuan kepentingan masvarakat daerah oleh Pemerintah Daerah.

IV.4.3.3 Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4. 12 Hasil Uji t Statistik Variabel X3

Varable | Coefficient S5td. Error t-Statistic Prob.
X3 1.459031 0.268028 5443568 0.0000
Sumber: Data diolah

Hasil uji regresi pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel
independen X3 sebesar 0,0000 atau mila:s sigmifikansi < milai o = 0,05, Hal tersebut berarti
bahwa kita mendukung hipotesis ketiga dalam penelitian. Penjelasan angka tersebut berarti
bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara indrvidual memilika pengaruh
signifikan dengan arah positif terhadap Anggaran Belanja Modal.

Koefisien positif sebesar 1459031 dapat dunferensikan bahwa setiap kenaikan Rpl
Anggaran Pendapatan Asli Daerah di suatu Kabupaten/Kota, maka terjadi kenaikan sebesar
Epl1.173.370.000.001,5 pada Anggaran Belanja Modal daerah tersebut. Hasil penelitian 1m
sejalan dengan penelitian dann Helivanto & Handayam (2016) vang menvatakan bahwa
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja
modal. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Juniawan &
Suryantini, 2018; Mufida & Survono, 2016; Nurzen & Riharjo, 2016; Nuzana & Riharjo, 2016;
Pelealu, 2013; Permatasan & Mildawati, 2016; Rizal & Erpita, 2019; Sholikhah & Wahyudin,
2014; Sugiartha & Supadmi, 2014; Tuasikal, 2008). Namun, penelitian tersebut mengambil
dimensi1 realisasi belanja modal dan PAD dan hanva penelitian Helivanto & Handavani (2016)
vang sejenis dengan penelitian ini karena mengambil variabel dependen Anggaran Belanja
Modal meskipun variabel independen PAD diukur dalam dimensi realisasinya.

Hipotesis ketiga di atas mendukung teori keagenan dimana Anggaran Pendapatan Ash
Daerah diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk disetujui DPE Daerah.
Pemenntah Daerah menjalankan fungsinva sebagai pihak yvang dipercava oleh masvarakat
daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kepentingan dan
kesejahteraan masvarakat daerah.
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IV.4.3.4 Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Tabel 4. 13 Hasil Uji t Statistik Variabel X4

Variable | Coefficient 5td. Error t-Statistic Prob.
X4 -6.439741 196249 -3281411 0.0019
Sumber: Data diclah

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13 di atas, nilain signifikansi variabel
independen X4 berupa Anggaran Dana Bagi Hasil (DBEH) sebesar 00019 < nilai signifikansi o
=0.05. Hal 11 berart1 bahwa Anggaran DBH signifikan dalam memengaruhi Anggaran Belanja
Modal, akan tetapi dengan arah yvang berbanding terbalik karena nilai koefisien hasil regresi
vang memiliki tanda minus (-). Penjelasan tersebut berarti kita tidak mendukung hipotesis
keempat penelitian ini. Inferensi dan penjelasan angka-angka tersebut adalah Anggaran Dana
Bagi Hasil (DBH) secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja
Modal dengan arah negatif.

Inferensi hasil Up Statistik t vanabel X4 1ni1 adalah setiap kenatkan Rpl Anggaran Dana
Bagi Hasil justru akan menurunkan Anggaran Belanja Modal suatu Daerah KabupatenKota
sebesar Rpl.173.369.999 993 6. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nuzana &
Eiharjo (2016) vang menvatakan bahwa variabel DBH memiliki pengaruh negatif signifikan
terhadap belanja modal. Arah negatif dari hasil regresi tersebut dikuvatkan dengan definisi Dana
Bagi Hasil menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah vaitu dana vang
bersumber dan pendapatan tertentu APBN vang dialokasikan kepada daerah penghasil
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keunangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan definisi dan undang-undang tersebut, tidak ada vang menyebutkan secara
spesifik tujuan penggunaan Dana Bagi Hasil untuk pembangunan atau belanja modal di suatu
daerah. Hal in1 dapat diartikan tidak semua atau bahkan Dana Bagi Hasil tidak digunakan sama
sekali untuk belamja modal bagi suatu pemerintahan daerah pada praktiknya. Hal tersebut
kemungkinan disebabkan oleh karakteristik DBH wvang bersifat block grant memben
keleluasaan pada daerah untuk mengalokasikan dana tersebut pada belamja vang bersifat
produktif (Sumardjoko & Irwanto, 2013). Menurut Helivanto & Handayani (2016) Dana Bagi
Hasil merupakan sumber pendapatan daerah vang cukup potensial dan merupakan salah satu
modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja

55



daerah vang bukan berasal dann Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pernvataan Helivanto & Handavani (2016) vang
menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil dapat digunakan untuk belanja daerah dan pembangunan
vang artinya Dana Bagi Hasil tidak serta merta dialokasikan khusus untuk belanja modal saja,
akan tetapt dapat dialokasikan ke belanja daerah lainnva. Beberapa definisi dan pernyataan
dari peneliti terdahulu mengisyaratkan arah regresi tidak selalu positif untuk menvatakan
hubungan antara Anggaran Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hal tersebut di atas mengkonfirmasi konflik keagenan vang dijelaskan dalam teori
keagenan Secara implisit konflik terjadi antara Kepala Daerah sebagai agen dengan
masvarakat daerah sebagai prinsipal. Konflik terjadi karena penggunaan dana Anggaran Dana
Bagi Hasil vang diajukan oleh pemerintah daerah dalam APBD vang seharusnya digunakan
untuk belanja modal pembangunan seperti infrastruktur jalan, pembangunan sekolah dan
bentuk pembangunan lain tidak dibelanjakan oleh pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masvarakat daerah sebagai prinsipal dasrah

IV.4.3.5 Ukuran Kabupaten/Kota

Tabel 4. 14 Hasil Uji t Statistik Variabel X5

Vanable | Coefficient S5td. Error t-Statistic Prob.
X5 0614389 0.71552 -0.858666 0.3945
Sumber: Data diolah

Tabel 4.14 menunjukkan hasil wi statistik t wntuk variabel X5 memiliki nilai
signifikansi 0,394 5 = nmilai probabilitas a = 5%. Hal 1m1 berarti bahwa secara individual Ukuran
Kabupaten/Kota yvang diproksikan dengan jumlah populasi penduduk Kabupaten/Kota dalam
sampel penelitian tidak berpengaruh secara sigmifikan terhadap Anggaran Belamja Modal
Hipotesis kelima penelitian tidak didukung oleh hasil pengujian statistik. Nilai koefisien hasil
regresi di atas menunjukkan tanda negatif sehingga pengaruh Ukuran KabupatenKota
sebenarnyva berbanding terbalik terhadap Anggaran Belanmja Modal.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori keagenan dimana Ukuran Kabupaten/Kota
vang diproksikan dengan jumlah populas: adalah cerminan dan prinsipal vang memberikan
kepercayaan kepada pemerintah daerah vntuk menjalankan pemerintahan guna memenuhi
kepentingan serta memngkatkan kesejahteraan masvarakat. Ukuran Kabupaten/Kota vang

menjadi salah satu faktor determinan Anggaran Belanja Modal suatun daerah belum secara
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signifikan memengaruhi besaran Anggaran Belanja Modal. Hal tersebut dikarenakan jumlah
populasi dalam suatu daerah tidak terkomposisi sebagail penduduk asli daerah tersebut. Banyak
dari jumlah populasi suatu daerah terdin dan penduduk asli daerah dan pendatang Para
pendatang dan penduduk asli daerah juga terdiri dan beberapa kelompok vsia sehingga bagi
para penduduk suatu daerah dengan kelompok usia vang sangat beragam belum cukup
signifikan memengaruhi belanja modal suatu daerah. Selain hal tersebut, tingkat pendidikan
suatu populasi di suatu daerah juga belum merata dan akses pengetahuan tentang belanja modal
vang dianggarkan dalam APBD juga belum secara menyeluruh dipahami oleh penduduk daerah
tersebut.

Pemerintah daerah vang bertindak sebagai agen berperan dalam mewuudkan
keterbukaan informasi dan pengetahvuan mengenai belanja modal dalam ABPD yang bertujuan
untuk memenuhi kepentingan dar masvarakat daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan
peran dan tanggung jawabnyva untuk membangun infrastruktur vang manfaatnya dapat
dirasakan langsung oleh masvarakat seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan,
pembangunan fasilitas pendidikan dalam rangka peningkatan pembangunan manusia,
pembangunan dan pemingkatan fasilitas kesehatan dan lain sebagainva.

Tabel 4.15 dibawah ini menunjukkan rekapitulasi hasil penelitian regresi data panel
yvang menguji hubungan antara vanabel-variabel independen terhadap vanabel dependen secara
individual (Uji Statistik t).

Tabel 4. 15 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis t Statistik

Variabel Dependen Y
Keterangan
(Anggaran Belanja Modal)
Variabel Independen (X) Arah Signifikansi Hipotesis
Anggaran Dana Alokasi Khusus (1) Positif Signifikan Didukung
Tidak
Anggaran Dana Alokasi Umum (X2) Negatif | Tidak Signifikan )
Didukung
Anggaran Pendapatan Asli Daerah (X3) | Positaf Signifikan Dhidukung
An Dana Bagi Hasil (X4) N 1f Signifik fadak
ggaran Dana Bagi Has1 egati ignifikan
Dhidukung
Ukuran Kab K N if | Tidak Signifik fadak
ran kabupaten/kota egati 1 1gnifikan
p (X5) g g Didukung
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BABYV
PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian dar hasil pengujian statistik vang dilakukan adalah sebagai

berikut.

L

Determinan Anggaran Belamja Modal vang secara positif dan signifikan adalah
Anggaran Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan Daerah.

. Anggaran Dana Alokasi Umum dan Ukuran KabupatenKota tidak berpengaruh

terhadap Anggaran Belanja Modal.
Anggaran Dana Bagi Hasil berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap
Anggaran Belanja Modal.

V.2 Implikasi Penelitian

Penelitian vang telah dilakukan memiliki beberapa implikasi sebagai berikut.

. Peran pemermtah daerah dalam mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan

masvarakat daerah telah dilakukan sesuai fungsi pemerintah daerah sebagai agen dari
masvarakat daerah. Hal in1 tercermin dan penggunaan Anggaran Daerah vang terdin
dari Anggaran Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan Daerah vang digunakan
oleh pemernntah daerah untuk membiayvai Pengeluaran Belanja Modal vang telah
dianggarkan pemerintah daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
setiap tahunnya Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan informasi terkait
penggunaan anggaran terutama pada Anggaran Dana Alokasi Umum dan Anggaran
Dana Bagi Has1l agar masyarakat percaya dengan kinerja dan pemerintah daerah dalam
mewujudkan kesejahteraan masvarakat daerah. Hal tersebut dianggap penting karena
berdasarkan hasil penelitian Anggaran Dana Alokasit Umum dan Anggaran Dana Bagi
Hasil belum mencerminkan penggunaan anggaran tersebut untuk pembelanjaan modal
daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kepentingan masvarakat
daerah.

Dalam hal semakin bertambahnva populasi penduduk di suatu daerah, pemerintah
daerah sebaiknya berperan dalam hal melayam kebutuhan setiap masvarakat daerah
tanpa terkecuali dimana pelavanan tersebut dapat memiliki dampak positif jika
pemerintah daerah berhasil melayami kebutuhan dan kepentingan masyarakat
daerahnya. Setiap bertambahnva populast jumlah penduduk suatu  daerah
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mengindikasikan suatu daerah tersebut memiliki dava tarik bagi penduduknva dengan
zalah satunya adalah peningkatan aktivitas ekonomi daerah tersebut. Jika pemerintah
daerah dapat melavani kebutuhan dari masyarakat daerah vang bertambah seiring
peningkatan jumlah populasi mereka, maka dampak vang dapat diambil dari hasil
pelayanan kepada masvarakat vang maksimal adalah peningkatan pertumbuhan
ekonomi daerah tersebut. Salah satu bentuk pelavanan pemerintah daerah kepada
penduduk daerah adalah penggunaan Anggaran Belanja Daerah vang memprioritaskan
Belanja Modal untuk pemenuhan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat daerah.

. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam hal

pembuatan paket kebijakan kepada pemerintah daerah agar penggunaan anggaran
daerah sesuai dengan tujuan dan dianggarkannva anggaran tersebut. Penggunaan
anggaran daerah yang belum sesuai peruntukannya dapat diatur oleh pemerintah pusat
terthadap pemerintah daerah sehingga kebutuhan dan kepentingan masvarakat daerah
terpenuhi dengan baik dan maksimal.

4. Penelitian 1m1 berkontribusi terhadap kurangnya studi vang membahas topik determinan

Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini memberikan tambahan studi vang masih jarang
tentang topik deviasi belanja modal (Haraldsson, 2022). Gap tahun vang panjang
terhadap penelitian topik in1 membuat studi vang dilakukan sekarang menambah
referensi penelitian bertema determinan anggaran belanja modal. Penelitian 1n1 juga
memberikan gambaran baru tentang Ukuran Kabupaten/Kota sebagai salah satu
determinan yang secara bersama-sama memengaruhi Anggaran Belanja Modal di suatu
Kabupaten/Kota. Ukuran Kabupaten'Kota vang diukur dalam jumlah populasi
menambah pemahaman lebih luas dan jauh sebagai determinan Anggaran Belanja
Modal Pemernntah KabupatenKota. Ukuran Kabupaten'Kota 1m1  menambah
determinan lain yang memengaruhi Anggaran Belanja Modal yang telah dibahas pada

penelitian-penelitian sebelumnya.

V.3 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian im1 adalah berfokus pada pemerintahan kabupaten/'kota di

Provinsi Jawa Tengah vang membuat hasil penelitian perlu diuji kembali dengan luas sampel

vang lebih banyak seperti penggunaan pemerintahan kabupaten/kota di seluruh wilavah

Indonesia. Hasil penelitian vang spesifik tersebut membuat generalizas1 hasil perlu dikuatkan

dengan penelitian-penelitian di kemudian hari. Keterbatasan penelitian dengan hasil penelitian
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pada objek wang spesifik membuat keraguan tentang generalisasi temuan penelitian
(Haraldszon, 2022). Variabel Anggaran Dana Alokasi Umum dapat diukur dengan proksi lain
di luar angka anggaran dalam APBD dan LRA. Determinan Ukuran KabupatenKota dapat
ditambah atau diganti dengan proksi lainnya agar terlihat signifikansi pengaruh variabel
tersebut terhadap Anggaran Belanja Modal.

V.4 Penelitian Masa Akan Datang

Penelitian vang dapat dilakukan selanjutnyva adalah penelitian dengan membandingkan
anggaran belanja modal antara negara maju dengan negara berkembang atau antar negara
berkembang. Isu terkait penelitian bertema belanja modal masih sangat terbuka dan studi
tentang topik tersebut masih sangat terbatas (Haraldsson, 2022).

Isu menarik lain vntuk dapat diteliti di kemudian hari adalah bagaimana proses
penganggaran terlebih belanja modal dilakukan oleh tingkatan pemerintahan baik di tingkat
kabupaten/kota, provinsi hingga negara. Perilaku para pembuat anggaran juga memadi 1su
menarik untuk diteliti lebih lanjut karena pentingnya dampak hasil penelitian topik tersebut
terhadap kontribusi teon dan praktis.
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LAMPIRAN

Sampel Penelitian
Anggaran Jumlah
_ Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
Kabupaten/Kota | Tahun Belanja Populasi
DAK DAU PAD DEH
Modal Penduduk
2015 346.304.63 103,527.76 848 82361 137,375.00 06,097 06 852,088
2016 482 00613 307,992.65 043325.50 175,200.00 | 103455490 855,573
Kabupaten Blora 2017 449 206.07 341,683.41 026,754.30 268,503.80 | 12324414 838,363
2018 340.298.52 338,978.18 026,754.30 19%,199.81 152,835.43 §62.110
2019 507,651.03 383,711.08 066,572.09 218,052.93 147.660.14 865,013
2015 330.818.59 88,939.52 968,089.63 242548 84 4407934 963,690
2016 396.101.47 28957201 | 1,032,744.00 273,242.12 44,150 46 069,323
Kabupaten
2017 44397227 325,803.10 | 1,014,602.02 362,931.49 4727591 074,579
Boyolali
2018 52134546 376,129.67 | 1,014,602.02 329.616.38 4707783 979,799
2019 55501795 360,784.91 | 1,045,669.92 364,528.45 4334372 934,807
2015 34541529 131,24595 | 1,008,901.50 239.703.29 30,32148 | 1,551,429
2016 363.746.67 476,361.12 | 1,110,337.03 268,933.42 5239433 | 1.444.202
Kabupaten
2017 674.679.06 425,658.31 | 1,091,590.53 440,891.89 3994678 | 1.449.791
Grobogan
2018 463.5315.64 400,743.05 | 1,094, 460.43 316,106.91 44,444 63 | 1,459.780
2019 469.317.60 416,943.73 | 1,135,650.52 33742201 43,799.63 | 1,473,451
2015 334.706.18 72,946.52 884,901.57 197.365.17 50.034.33 051,966
2016 40420926 270,059.64 873,744.12 263,274.26 53,469 87 061,989
Kabupaten Kendal | 2017 381.665.53 200.040.40 055,860.93 305,818.88 38.676.86 078,672
2018 347.740.54 306,551.10 056,763.78 338,052.93 40.174.76 091,626
2019 330,894 36 339.963.36 00422026 412.512.72 4032244 | 1,011,939
2015 34543063 110,616.99 | 105898253 209.093.27 41,069.21 | 1288566
2016 345.161.25 422.210.86 | 1,197.916.50 246.670.82 3709331 | 1292573
Kabupaten _ _ _
2017 45127232 360,639.19 | 1,197.916.30 405,333.93 40,591.36 | 1,296,272
Pemazlang
2018 400.609.49 336,263.95 | 1,180,834.33 27543137 3807406 | 1299433
2019 47222713 370,775.23 | 122306021 20712716 3147268 | 1302814
2015 257.330.62 90,023.97 875,528.05 199 69078 32,371.24 710,435
2016 300.551.42 344,236.903 | 1,100,146.08 235,513.08 33,663.98 T12.686
Kabupaten -
2017 497.241.37 211,213.03 024,251.80 269,067.90 36,610.58 174,117
Purworejo
2018 37702497 308,350.59 024,251.80 278,952.39 31,642.09 785,431
2019 337.382.44 31929750 960,347.17 294 463.08 26,305.14 793,532
2015 234.216.28 123,024.26 723,091.45 184.956.74 33,792.97 621,134
Kabupaten
2016 427.734.93 159,845.21 671,800.49 217,796.93 3423726 626,136
Fembang
2017 419.803.69 127,505.94 771,584.37 308,606.44 43,427.89 628,901
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2018 350,720.26 104,441.99 771,584.37 304,351.91 46.858.07 635,796
2019 24329626 244 20476 79976039 310,601.39 30,834.17 635,190
2015 300.443.00 40,651.68 876,672.93 233,170.59 46,128 89 961421
2016 416,393 .46 497.012.16 968,848.03 301,041.79 43,012.71 | 1,014,198
Kabupaten
2017 376.831.63 200 630.18 930,094.11 363,698.03 3091966 | 1,024.706
Semarang
2018 460.182.43 523,570.01 052.362.15 372.861.72 46,044 83 | 1,036,929
2019 435.737.89 339,253.10 | 1,001,563.38 407,019.49 4341883 | 1,045,002
2015 346,958.61 7249533 85445764 264,982.26 30,990.67 875,917
2016 36232771 421,248.14 78898078 314,896.37 3834008 871,397
Kabupaten N a
2017 396,931.11 311,712 48 006,416.63 301,127.04 43,525 25 878374
Sukoharjo
2018 460 508 83 302,966.03 006,416.63 348,388.68 33,389.30 883,205
2019 534.375.10 303,683.88 038,950.82 339,679.15 26,325 64 891,912
2015 342.216.00 §6,116.27 | 1,031,393 47 193,075.58 3728903 940,017
2016 474 005.63 316,855.50 | 1,145.434.28 195,059.31 35,233.04 051,975
Kabupaten _
2017 53649436 304 061.18 | 1,125312.68 300,922 36 3602254 954 706
Wonogiri
2018 431.357.20 30520165 | 1,125 312,68 239.351.10 3262218 957,106
2019 59377078 427.195.76 | 1,173,233.18 261,603.47 2053873 059400
2015 344.120.49 7067718 748,447 76 1534,515.66 3307116 777,116
2016 375.905.06 343 43847 841 40718 17794757 3821981 780,667
Eabupaten
2017 456,034.62 201,928.14 826,626.36 210,138.74 3041117 784,001
Wonozobo
2018 493.421.79 284,687.57 827,791.66 212,079.48 38,580.24 T87.347
2019 302.386.43 330,550.64 872,953.36 227,433.36 34,490.50 790,491
2015 188,977.01 3221845 418,257.92 152,806.00 2445772 120,995
2016 246.508.67 111,614.16 415,469.41 197.465.48 20.017.53 21,205
Kota Magelang 2017 27194324 103,562.43 44004124 218,083.19 33,083.53 121,673
2018 281.978.83 113,246.536 440,041.24 225,916.33 30,321.54 121,872
2019 290.731.82 110,700.48 436,177.03 242,434 30 24 706.00 22,111
2015 | 1,549.349.40 52,10033 | 1,126,847.63 | 1.107,053.26 127481.00 | 1,595.267
2016 | 1,229.919.02 255,682.44 002311.19 | 1.337,030.33 199,704 89 | 1.602.717
Kota Semarang 2017 | 1,412.600.30 306,803.47 | 1,190,422.39 | 1,692.390.10 | 20993730 | 1,610,605
2018 | 1,529.167.87 7971094 | 1,190,42239 | 1811535229 | 20766334 | 1.668.3578
2019 | 5,749.4537.49 33939268 | 1.288,42302 | 2.128.176.14 17337047 | 1.689.655
2015 252.000.42 3.750.10 713,300.86 361,019.67 53,842 20 512,226
2016 335,599.99 37422079 841,536.12 304,200.86 73,022.78 514,171
Kota Surakarta 2017 511.701.53 193,560.72 £16,290.04 402,503.91 73,789.51 516,102
2018 562.865.29 216,979.15 826,733.04 505,528.29 61,910.23 517,887
2019 570.452.10 21874004 866,227.25 567,757.96 47,729 80 519,587
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Hasil Output Regresi

Heteroskedastisitas)

Fixed Effect

Moeadel Cross-section Weights (Perbaikan

Dependent Variable: Y

Sample: 2015 2019
Periods included: 5

Cross-zections included: 14

Total panel (balanced) observations: 70

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 11/15/23 Time: 14:14

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient | Std. Error | t-Statistic Prob.
C 1173370.0 | 7001882 | 1.675793 0.0999
X1 0246805 | 0.112374 | 2.196276 0.0326
X2 -0377258 | 0291818 | -1292782 | 02019
X3 1 459031 0268028 | 5443568 0.0000
X4 -6.439741 | 1962491 | -3281411 | 0.0019
X5 -0.614389 | 0.715515 | -0.838666 | 03945
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared 0805075 Mean dependent var 911388.6
Adjusted R-squared 0.736278 5.D. dependent var 640140.0
S5 E. of regression 1587530 Sum squared resid 1.29E+12
F-statistic 11.70220 Durbin-Watson stat 1.90665
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.846305 Mean dependent var 508781.0
Sum squared resid 2.23E+12 Durbin-Watson stat 1.93451
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Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects
Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed
effects

Effects Tests Statistic d.f Prob.

Cross-section F 3122911 | (13,51) | 0.0018

Cross-section Chi-square 40.990751 13| 0.0001
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Chi-Sq.
Test Summary Chi-Sq. Statistic d.f Prob.
Cross-section random 32912432 0.0000

Hasil Regresi Fixed Effect Model sebelum Perbaikan Heteroskedastisitas

Dependent Varable: Y
Method: Panel Least
Squares

Date: 11/14/23 Time:
14:00

Sample: 2015 2019
Periods included: 3

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 70

Wariable Coefficient | Std. Error | t-Statistic Prob.

C 23817180 | 14477530 | 1645114 0.1061
X1 0430667 | 0290655 | 1481715 0.1446
X2 -0.734887 | 0649631 | -1.131238 0.2632
X3 2377775 | 0328802 | 7231641 0.0000
X4 -11.845250 | 2467976 | -4.799579 0.0000
X5 -1.663711 | 1465018 | -1.135625 0.2614
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Hasil Uji Glejser

Dependent Vanable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 11/14/23 Time: 14:18
Sample: 2013 2019

Periods included: 5

Cross-zections included: 14

Total panel (balanced) observations:

70
std.
Variable Coefficient Error t-Statistic | Prob.
C -596753.5 | 5663866 | -1.053615 | 0.2970
X1 0276326 | 0.113709 | -2 430108 | 0.0187
X2 0.113910 | 0.254147 | 0.448205 | 0.6539
X3 0543698 | 0.128633 | 4226740 | 0.0001
X4 0632218 | 0965516 | 0654798 | 0.5155
X5 0456326 | 0573141 | 0.796185 | 0.4296
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